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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Per Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Barat Tahun 2016 

No Kabupaten/Kota 
Ubi Kayu 

Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

 Kabupaten   

1.  Kepulauan Mentawai 82,00 268,66 

2.  Pesisir Selatan 253,00 403,32 

3.  Solok 206,40 240,60 

4.  Sijunjung 36,50 446,85 

5.  Tanah Datar 608,50 355,15 

6.  Padang pariaman 388,80 467,88 

7.  Agam 869,20 427,46 

8.  Lima Puluh Kota 1.383,00 519,83 

9.  Pasaman 76,00 261,45 

10.  Solok Selatan 144,00 418,47 

11.  Dharmasraya 86,20 253,48 

12.  Pasaman Barat 210,00 439,76 

     

 Kota   

13.  Padang 54,00 291,67 

14.  Solok 14,00 197,14 

15.  Sawahlunto 97,00 366,91 

16.  Padang Panjang - - 

17.  Bukittinggi 24,00 326,67 

18.  Payakumbuh 156,00 450,96 

19.  Pariaman 29,00 236,21 

 TOTAL 4.717,60 6.372,47 

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2017) 
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Lampiran 2. Konsumsi Ubi Kayu di Sumatera Barat Tahun 2014-2017 
 

No Tahun Konsumsi per Kapita per Minggu (Kg) 

1 2014 0,021 

2 2015 0,027 

3 2016 0,024 

4 2017 0,033 

Sumber : (BPS, 2016, 2017)  
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Lampiran 3.  Potensi Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya di Propinsi 

Sumatera Barat Tahun 2020 

No Kabupaten/Kota 

Unit 

Usaha 

(unit) 

Tenaga 

Kerja 

(orang) 

Nilai 

Investasi 

(Rp. 000) 

Nilai 

Produksi  

(Rp. 000) 

Nilai BB/BP 

(Rp. 000) 

 Kabupaten 

     1. Kep. Mentawai 26 66 211.300 768.840 370.200 

2. Pesisir Selatan 319 945 10.041.057 12.594.930 8.077.883 

3. Solok 53 215 1.067.500 9.300.352 5.580.210 

4. Sijunjung 1 1 8.300 15.000 13.980 

5. Tanah Datar 508 1.651 3.385.231 21.397.975 8.055.047 

6. Padang pariaman 371 893 626.156 22.706.977 14.976.731 

7. Agam 108 325 789.900 5.646.000 3.011.100 

8. Lima Puluh Kota 115 591 1.443.140 25.405.010 9.559.152 

9. Pasaman 90 280 1.568.088 4.367.365 2.492.047 

10. Solok Selatan 47 119 140.685 1.314.292 658.305 

11. Dharmasraya 39 165 308.705 3.374.116 1.910.959 

12. Pasaman Barat 138 258 544.300 7.541.800 3.801.013 

 

       Kota 

     13. Padang 351 1.029 5.125.605 60.225.954 44.980.258 

14. Solok 33 158 550.280 3.421.350 1.228.040 

15. Sawahlunto 166 427 1.026.850 3.871.352 1.597.605 

16. Padang Panjang 59 237 215.157 13.621.915 9.608.322 

17. Bukittinggi 163 297 2.005.453 24.018.526 12.265.357 

18. Payakumbuh 102 447 1.479.750 1.745.200 872.600 

19. Pariaman 84 384 559.893 8.112.880 37.031.355 

 TOTAL 2.773 8.488 31.097.350 229.449.834 166.090.164 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Propinsi Sumatera Barat, 2021.  

  



173 

 

 
 

  

BUPATI 

WAKIL BUPATI 

DPRD 

INSPEKTORAT 

 

DINAS DAERAH (WPD)  DINAS DAERAH (WTPD) 

1. DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

2. DINAS SOSIAL 

3. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 

4. DINAS KESEHATAN 

5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

6. SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA 

7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, 

PERUMAHAN RAKYAT DAN 

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

3. DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 

4. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN MENENGAH 

5. DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

TENAGA KERJA 

6. DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

7. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN 

OLAH RAGA 

8. DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA / NAGARI 

9. DINAS PERHUBUNGAN 

10. DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA DAN 

PERKEBUNAN 

11. DINAS PETERNAKAN DAN 

KESEHATAN HEWAN 

12. DINAS PERIKANAN 

13. DINAS PANGAN 

14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN  

KECAMATAN 

SEKRETARIAT DAERAH 

ASISTEN 

PEMERINTAHAN  

1. BAGIAN TATA 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

2. BAGIAN HUKUM 

3. BAGIAN 

ORGANISASI 

 

1. BAGIAN 

KERJASAMA 

2. BAGIAN 

ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN 

3. BAGIAN 

PEREKONOMIAN 

4. BAGIAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

 

ASISTEN  

PEREKONOMIAN 

& PEMBANGUNAN 

ASISTEN 

ADMINISTRASI 

UMUM 

1. BAGIAN UMUM 

DAN 

PERLENGKAPAN 

2. BAGIAN 

KEUANGAN 

3. BAGIAN HUMAS 

DAN 

PEMBERITAAN 

1. BAGIAN TATA 

USAHA, HUMAS 

DAN 

PROTOKOLER 

2. BAGIAN 

RISALAH, 

PERSIDANGAN 

DAN 

PERUNDANG-

UNDANGAN 

3. BAGIAN 

KEUANGAN DAN 

PERLENGKAPAN 

SEKRETARIAT 

DPRD 

BADAN DAERAH (PENUNJANG) 

1. BADAN PERENCANAAN, 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN  

2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

3. BADAN KEUANGAN 

STAF 

AHLI  

PERANGKAT DAERAH YANG 

TETAP ADA (MENUNGGU 

PERATURAN TERSENDIRI) 

1. BADAN KESATUAN BANGSA 

DAN POLITIK 

2. BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH 

3. RSUD 

Lampiran 4.  Bagan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
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Lampiran 5.  Deskripsi Peran Lembaga Formal dalam Pengembangan Kawasan 

Agroindustri Ubi di Kabupaten Lima Puluh Kota 

Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah 

Berikut ini diuraikan peran yang dilakukan perangkat daerah dalam 

pengembangan kawasan agroindustri berbasis ubi di Kabupaten Limapuluh Kota. 

a. Sekretariat Daerah 

Sekretariat daerah aktivitasnya lebih bersifat koordinasi dengan dinas yang 

terkait dengan pengembangan kawasan agroindustri, dimana koordinasi dilakukan 

melalui musrenbang,  FGD dan melalui pelaporan yang diberikan oleh dinas terkait 

secara periodikal.  Dinas yang banyak melakukan koordinasi dengan Sekretariat 

Daerah terkait pengembangan kawasan agroindustri adalah Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.  Fungsi 

pengkoordinasian yang dijalankan oleh sekretariat daerah ini sesuai dengan 

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.   

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan 

agroindustri/IKM bagian yang lebih banyak melakukan koordinasi adalah Bagian 

Perekonomian,  Bagian Kerjasama dan Bagian Hukum.  Bagian-bagian ini lebih 

lanjut berkoordinasi dan melaporkan pertanggungjawaban terhadap aktivitas yang 

dilakukannya kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian 

Perekonomian ini terdiri dari Sub Bagian Sarana Perekonomian, Sub Bagian 

Sarana Produksi dan Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD, 

seluruh sub bagian ini terkait dengan pengkoordinasian dengan dinas yang 

berperan dalam pengembangan kawasan agroindustri dan badan/organisasi lain 

yang mendukungnya seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR).  Sedangkan bagian kerjasama terdiri dari sub bagian 

kerjasama perekonomian, sub bagian kerjasama sosial budaya dan sub bagian 

jaringan komunikasi dengan rantau.  Dari tiga sub bagian ini yang lebih banyak 

melakukan pengkoordinasian terkait dengan dinas atau badan/organisasi yang 

berperan dalam pengembangan kawasan agroindustri adalah sub bagian kerjasama 

perekonomian.   

Bagian hukum melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian terkait 

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lima Puluh Kota tentang 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2038, 

dimana dalam Ranperda yang diusulkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja memuat strategi dan program pembangunan industri daerah termasuk industri 

pangan yang salah satunya adalah industri aneka olahan ubi kayu. Bagian hukum 

terdiri dari sub bagian peraturan perundang-undangan, sub bagian evaluasi dan 

dokumentasi hukum, sub bagian bantuan hukum dan HAM. Saat ini bagian hukum 

sudah mengajukan dan melakukan pembahasan terhadap Ranperda. Adapun bagan 

susunan organisasi sekretariat daerah dapat dilihat pada Gambar berikut ini.  
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BUPATI

Kelompok Jabatan Fungsional

Seketaris Daeah

Assten 

Pemerintahan

Asisten 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Asisten 

Administrasi 

dan Umum

WAKIL BUPATI

Staf Ahli

Subag 

Otonomi 

Daerah

Subag Tata 

Pemerintahan 

dan Peangkat 

Daerah

Subag 

Koordinasi 

Antar 

Lembaga

Bagian Tata 

Pemerintahan 

Umum

Subag 

Bantuan 

Hukum dan 

HAM

Subag 

Evaluasi dan 

Dokumentasi 

Hukum

Subag 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Bagian 

Hukum

Subag 

Analisa 

Jabatan

Subag 

Ketatalaksana

an

Subag 

Kelembagaan

Bagian 

Organisasi

Subag Jaringan 

Komunikasi 

dengan Rantau

Subag 

Kerjasama 

Sosial dan 

Budaya

Subag 

Kerjasama 

Perekonomian

Bagian 

Kerjasama

Subag 

Pengadaan 

Barang dan Jasa

Subag 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Program 

Kegiatan

Subag 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Program 

Kegiatan

Bagiam 

Administrasi 

Pembangunan

Subag 

Pengembangan 

Perekonomian 

dan BUMD

Subag Sarana 

Produksi

Subag Sarana 

Perekonomian

Bagian 

Perekonomian

Subag 

Kebudayaan 

dan Keagamaan

Subag Bina 

Kesejahteraan 

Sosial

Subag 

Koordinasi 

Pembangunan 

SDM

Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat

Subag 

Protokoler

Subag Tata 

Usaha dan 

Kepegawaian

Subag RT dan 

Perlengkapan

Bagian 

Umum dan 

Perlengkapan

Subag 

Anggaran

Subag 

Perbendahara

an dan 

Akuntansi

Subag 

Penyusunan 

Program dan 

Pelaporan

Bagian 

Keuangan

Subag 

Pemberitaan

Subag 

dokumentasi 

dan 

multimedia

Subag Humas

Bagian 

Humas dan 

Pemberitaan

 

Berdasarkan uraian diatas, sekretariat daerah merupakan katalisator dalam 

pengembangan kawasan agroindustri, karena dengan koordinasi yang dilakukannya 

dapat mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Adapun 

keterkaitan dinas daerah dengan sekretariat daerah melalui koordinasi yang 

dilakukan dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 

 

Dinas 

Daerah

 Sub Bagian Sarana 

   Perekonomian

 Sub Bagian Sarana  

   Produksi 

 Sub Bagian  

   Pengembangan  

   Perekonomian 

 Sub Bagian Kerjasama 

   Perekonomian

Bagian 

Perekonomian

Bagian 

Kerjasama

Asisten 

Perekonomian 

dan 

Pembangunan

BUPATI

Bagian 

Hukum

 Sub Bagian Peraturan   

   Perundang-undangan

 Sub Bagian Evaluasi dan 

   Dokumentasi Hukum

Asisten 

Pemerintahan

 
 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  

DPRD merupakan perangkat daerah yang melakukan pembahasan, 

penetapan dan pengawasan APBD yang dialokasikan ke Dinas yang terkait dengan 

pengembangan kawasan agrondustri di Kabupaten Lima Puluh Kota.  Selain itu, 

DPRD juga berwenang melakukan pembahasan lebih lanjut, penetapan dan 

pengundangan terhadap Ranperda pembangunan industri yang diajukan oleh 

Bupati. 

Mekanisme yang digunakan untuk mengesahkan sebuah Ranperda menjadi 

Peraturan daerah (Perda) berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  Adapun tahap 
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pembentukan Perda dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

penetapan dan pengundangan.  Terkait dengan Ranperda tentang industri di 

Kabupaten Lima Puluh Kota, proses perencanaan dan penyusunan dokumen awal 

dilakukan oleh Dinas Perindustrian.  Selanjutnya dokumen tersebut didiskusikan 

dalam FGD yang melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas 

Perikanan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, 

Bapelitbang, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala 

Daerah, DPRD, Badan Pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), 

Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi. Namun terkait dengan bagian pengembangan 

industri olahan ubi kayu yang menjadi bagian dari dokumen Ranperda 

Pengembangan Industri, Dinas yang berkontribusi memberikan arahan adalah 

Dinas Perdagangan, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam 

pembahasan sampai pembuatan nota persetujuan, DPRD berhubungan dengan 

Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Bapelitbang, Bagian Perekonomian dan 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah.  

Ranperda pembangunan industri telah dibahas secara bersama dengan 

Pansus (Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Bapemperda), Komisi, Fraksi, 

Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Bapelitbang, Sekretariat Daerah dan 

Bupati.  Saat ini,DPRD telah memberikan rekomendasi Surat Keputusan Pimpinan 

untuk dibuatkan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah oleh Bupati melalui nota 

persetujuan bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah 

Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Ranperda Rencana Pengembangan Industri 

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor, 15/NPB/DPRD/LK/IX/2018 tanggal 8 

September 2018. 

Selain berkaitan dengan Ranperda, DPRD melalui anggota dewannya juga 

menyalurkan dana aspirasi anggota dewan untuk pengembangan agroindustri 

olahan ubi dengan memberikan peralatan produksi pada tahun 2017.  Anggota 

DPRD dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.   

Aktivitas yang dilakukan DPRD ini didukung oleh sekretariat DPRD 

Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD 

serta menyediakan dan mengkoodinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan seperti yang 

tertuang dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat DPRD.  

Bagian dari sekretariat daerah yang banyak berinteraksi dengan kepala daerah 

dalam pengajuan Ranperda adalah Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokoler serta 

Bagian Risalah, Persidangan dan Perundang-undangan.  Adapun bagan susunan 

organisasi sekretariat DPRD dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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SEKRETARIS DPRD

Sub Bagian Humas dan 

Protokoler

Sub Bagian Pemberitaan 

dan Informasi

Sub Bagian Tata Usaha 

dan Kepegawaian

Bagian Tata Usaha, 

Humas dan Protokoler

Sub Bagian Perundang-

undangan

Sub Bagian Persidangan

Sub Bagian Risalah

Bagian Risalah, 

Persidangan dan 

Perundang-undangan

Sub Bagian Rumah 

Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Verifikasi dan 

Pelaporan

Sub Bagian Anggaran dan 

Pelaksanaan

Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan

Kelompok Jabatan 

Fungsional

 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka saat ini DPRD dalam pengembangan 

kawasan agroindustri berperan sebagai katalisator dalam pembahasan, penetapan 

dan pengawasan APBD untuk pengembangan industri di Kabupaten Lima Puluh 

Kota yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM; pembahasan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati termasuk Dinas Daerah serta pembahasan, 

penetapan dan pengundangan Ranperda pembangunan industri Kabupaten Lima 

Puluh Kota.  Hal ini sejalan dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan dari DPRD.  Selain itu DPRD melalui anggotanya juga berperan 

sebagai fasilitator dalam mengatasi permasalahan produksi dengan memberikan 

bantuan peralatan produksi berupa samia penjemur kerupuk, tungku briket, cetakan 

kerupuk dan mesin kukur ubi untuk agroindustri kerupuk ubi di Kecamatan Lareh 

Sago Halaban. 

Sekretariat daerah dan DPRD dengan perannya sebagai katalisator telah 

melakukan upaya guna mempercepat pengembangan kawasan agroindustri melalui 

upaya perumusan, pembahasan dan penetapan Ranperda Pengembangan Industri. 

Hal ini sejalan temuan yang menyatakan peran pemerintah sebagai katalisator 

dengan mempercepat proses pengembangan UMKM (Putra, 2015).  Sedangkan 

DPRD yang juga berperan dalam membangun kapasitas agroindustri melalui 

bantuan peralatan produksi sesuai dengan hasil temuan yang menyatakan peran 

pemerintah dalam memberikan kontribusi dalam membangun kapasitas sebuah 

perusahaan guna mendukung keberlanjutan (Bell, 2002).  Namun untuk 

pengembangan kawasan agroindustri ubi, kontribusi dalam membangun kapasitas 

agrondustri melalui pemberian peralatan produksi belum merata karena hanya 

diberikan kepada agroindustri yang ada di Kecamatan Lareh Sago Halaban. 

 

c. Dinas Kesehatan  

 Agroindustri ubi kayu sebagai salah satu jenis industri pangan memerlukan 

legalisasi untuk dapat mengedarkan produknya di pasaran.   Terkait dengan hal ini, 

Dinas Kesehatan merupakan Dinas yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat 
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Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).  Sebelum melakukan 

pengurusan SPP-IRT, agroindustri terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan 

Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 

bekerjasaman dengan Dinas Pertanian.  Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga Pangan (SPP-IRT) merupakan sertifikat untuk diperbolehkannya sebuah 

indutri pangan (agroindustri) mengedarkan produknya dipasaran karena industri 

yang telah memperoleh sertifikat ini berarti produk yang dihasilkannya telah 

memenuhi syarat kesehatan.   

Pengurusan SPP-IRT dapat dilakukan oleh IKM dengan terlebih dahulu 

melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut : 

1. Fotocopy Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Surat  Izin Berusaha (SIB) 

melalui Online Single Submission(OSS) 

2. Rancangan label (jika ada) 

3. Surat pernyataan  pengusaha jika makanan/minuman yang diprosuksi tidak 

menggunakan bahan tambahan pangan (pengawet, pewarna, pengental dll) 

yang berbahaya 

4. Fotocopy sertifikat  penyuluhan keamanan pangan (PKP) dari dinas 

kesehatan 

5. Surat keterangan kesehatan dari dokter/puskesmas 

6. Denah lokasi 

7. Pas photo warna 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 

Setelah seluruh persyaratan dilengkapi oleh industri, selanjutnya dinas kesehatan 

melakukan peninjauan ke lokasi industri untuk melihat kelayakan aktivitas industri 

mulai dari bahan pangan yang digunakan, kebersihan proses pembuatan produk 

pangan yang dihasilkan dan kebersihan lokasi pembuatan produk pangan serta 

pengujian sampel produk.  Jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan (sudah 

hiegenis), selanjutnya dibuat berita acara hasil survei untuk kemudian diterbitkan 

SPP-IRT.  Jika ternyata ketika di survei tidak memenuhi syarat kesehatan maka 

industri dilakukan pembinaan.   Adapun prosedur pengurusan sertifikat IRT-P 

dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Agroindustri 

melengkapi 

persyaratan 

dokumen

Suirvei ke 

Lokasi Industri 

oleh DinKes

Memenuhi 

syarat

Penerbitan 

sertifikat

Tidak memenuhi syarat

Pembinaan

Uji sampel

 
 

Bidang sumberdaya kesehatan terutama seksi pelayanan kefarmasian 

merupakan bidang dan seksi yang melakukan penyuluhan kemanan pangan (PKP), 

melayani pengurusan SPP-IRT, tugas yang dijalankan bagian ini sesuai dengan 

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas  Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana 

salah satu tugas seksi pelayanan kefarmasian adalah melaksanakan pemeriksaan 

dan monitoring Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), uji sampel pada IRTP dan 
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tindak lanjut pengawasan.  Pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga (SPP-IRT) atau yang lebih dikenal dengan PIRT diatur oleh 

Peraturan Kepala Daerah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 

Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012.  Masa berlaku SPP-IRT adalah 5 

tahun.  

Pada Tahun 2017, jumlah IKM yang melakukan pengurusan dan mendapat 

sertifikat SPP IRT sebanyak 20 IKM, dimana IKM yang mengolah ubi kayu 

sebanyak 5 IKM sedangkan sisanya sebanyak 15 IKM yang menghasilkan produk 

pangan olahan lainnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.   

 

No 
Nama IKM/Merek 

Produk 
Jenis Produk Alamat No SPP IRT 

Batas masa 

berlaku 

1 Voni Kripik Talas Situjuah Batua 2151308010062-22 10-Mar-22 

2 Ni In Kripik Talas Batu Hampa 2151308010130-22 10-Apr-22 

3 Ghifari Aneka kue Koto Baru Simalanggang 2031308010050-22 Mar-22 

4 Cahaya Dua Putri Sanjai Tanjung Haru Sikabu kabu 2151308010131-22 01-Mei-22 

  
Kripik Pisang 

 
2141308020131-22 14-Jul-22 

5 Rumah Rendang Rendang telur Sarilamak, Kec Harau 2031308010132-22 14-Jul-22 

6 Two One Putri 
Aneka Kue dan 

Roti 

Lubuk Jantan, Nagi Gurun, 

Harau 
2061308010132-21 22 Nov 2021 

7 Rafifa Stik Ubi Ungu 
Koto Tangah Batu Hampa, 

Akabiluru 
2151308010134-22 15-Agust-22 

  
Sagun bakar 

 
2061308020134-22 

 

  
Stik Labu 

 
2141308030134-22 

 

8 Ridho Ilahi 
Rakik Udang, 

Maco 
Jl Padang Harapan, Mungka 2061308010135-22 21-Agust-22 

9 Bintang Fajar Kripik Ikan Harau 2021308020136-22 11-Des-22 

  

Rakik Maco, 

Udang  
2061308010136-22 25-Sep-22 

10 
Yenti 

(perpanjangan) 
Kue Bolu Jorong Kurai Kec Suliki 2061308010077-22 25-Sep-22 

11 CIKAL Kripik Pisang Jl Padang jopung, Kec Guguak 2141308020137-22 Sep-22 

  
Rendang daun 

 
2041308010137-22 

 

  

Kripik 

Singkong  
2151308030137-22 

 

  
Aneka kue 

 
2061308040137-22 

 

12 Hikmah Peyek Kacang Kubang, Kc Guguak 2061308010138-22 
 

13 
Sago Green 

Coffee 
Kopi Hijau Situjuah Banda Dalam 5101308010139-22 27 Nov 2022 

14 Mutu Kencana Roti dan Kue Koto Baru Simalanggang 2081308010140-22 27 Nov 2022 

15 Yanti Ganepo Ganepo Padang Kandih, Guguak 2151308010141-22 06-Des-22 

16 Iko Roti Roti dan Bakery Koto Tangah Simalanggang 2061308010142-22 06-Des-22 

17 Checilia (perpjg) Sagun bakar Sailamak, Harau 2061308010112-22 06-Des-22 

18 Quella Kripik Ubi Ampang Gadang, Guguak 2151308010143-22 11-Des-22 

19 Denai Coffee Bubuk kopi Suayan, Akabiluru 2061308010144-22 11-Des-22 

20 
New Citra Minang 

Bay 

Rubik ubi 

ganepo 
Limbonang, Suliki 2151308010145-22 11-Des-22 
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IKM olahan ubi kayu sedikit yang melakukan pengurusan SPP IRT karena 

banyak IKM ini yang menjual produknya dalam kemasan besar (kemasan 10 kg) 

kepada pedagang, kalaupun ada yang menjual langsung ke konsumen, terlihat 

bahwa konsumen tidak terlalu memperhatikan SPP IRT dari produk yang dijual 

IKM, kebanyakan konsumen hanya memperhatikan batas kada luarsa atau 

menanyakan kebaruan produk. 

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh 

Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

KEPALA

Kelompok Jabatan 

Fungsional
Sekretariat

Sub Bagian 

Hukum, 

Kepegawaian 

dan Umum

Sub Bagian 

Keuangan dan 

Pengelolaan 

Aset

Sub Bagian 

Program 

dan Infokes

Bidang Sumberdaya 

Kesehatan

Bidang Pelayanan 

Kesehatan

Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit

Bidang Kesehatan 

Masyarakat

Seksi 

Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan kerja dan 

Olahraga

Seksi 

Promosi, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Jaminan 

Kesehatan

Seksi 

Kesehatan Keluarga dan 

Gizi Masyarakat

Seksi 

Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Menular

Seksi 

survelans, imunisasi, dan 

penanggulangan krisis 

kesehatan

Seksi 

Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular, 

Kesehatan Jiwa & Napza

Seksi

Peningkatan Mutu dan 

Akreditasi

Seksi 

Pelayanan Kesehatan 

Rujukan

Seksi 

Pelayanan Kesehatan 

Primer

Seksi

SDM Kesehatan dan 

Diklat

Seksi 

Alat Kesehatan dan 

Fasyankes

Seksi 

Pelayanan dan 

Kefarmasian

UPT

 

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Kesehatan merupakan lembaga yang 

berperan sebagai fasilitator untuk pengembangan kawasan agroindustri karena 

menyediakan fasilitas berupa pembinaan dalam bentuk Penyuluhan Keamanan 

Pangan (PKP) dan pengawasan terhadap agroindustri serta penerbitan SPP IRT 

untuk agroindustri. 

 

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

Pengembangan kawasan agroindustri akan menggunakan ruang yang ada  di 

Kabupaten Lima Puluh Kota.   Terkait dengan hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lima Puluh Kota telah membuat dokumen 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang 

di Kabupaten Lima Puluh Kota.  Perumusan dokumen RTRW melibatkan OPD 

lainnya.  RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan 

Kawasan (PPK) Akabiluru dengan wilayah yang dilayani adalah Kecamatan 

Akabiluru dan Kecamatan Situjuh merupakan daerah yang diarahkan untuk 

pengembangan industri kecil.  Selain itu terdapat juga satu kecamatan yaitu 
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Kecamatan Guguak yang merupakan bagian daerah yang dilayani oleh PPK 

Guguak menjadi pusat pengembangan industri kecil makanan ringan termasuk 

agroindustri berbasis ubi (Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota, 2010).   

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga melakukan perbaikan 

jalan di beberapa wilayah seperti Kecamatan Situjuh, Kecamatan Gugak dan 

Kecamatan Gunung Omeh yang bermanfaat dalam mendukung kelancaran 

pemasaran produk agroindustri.  Namun masih diperlukan perbaikan jalan sebagai 

sarana lalu lintas transportasi untuk pemasaran oleh agroindustri ubi kayu terutama 

di Nagari Koto Tangah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru.  

Berkaitan dengan peran Dinas PUPR untuk pengembangan agroindustri 

adalah dalam perencanaan wilayah pengembangan industri kecil dan perbaikan 

infrastruktur jalan untuk mendukung pemasaran agroindustri, seluruh bidang pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam pengembangan 

kawasan agroindustri, namun yang paling besar perannya saat ini adalah bidang 

bina marga, bidang perencanaan dan bidang penataan ruang dan pertanahan.  

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 
KEPALA

Kelompok Jabatan 

Fungsional
Sekretariat

Sub Bagian 

Umum dan 

Kepegawaian

Sub Bagian 

Keuangan

Sub Bagian 

Program 

dan 

Pelaporan

Bidang PerencanaanBidang Cipta Karya
Bidang Pengelolaan 

Sumberdaya Air
Bidang Bina Marga

Seksi Pembangunan dan 

Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan Pedesaan

Seksi Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan

Seksi Pembagunan Jalan 

dan Jembatan

Seksi Operasi dan 

Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi

Seksi Pembangunan 

Jaringan Irigasi

Seksi Pengelolaan 

Sungai, Rawa dan 

Embung

Seksi Pengembangan Air 

Minum/Air Bersih

Seksi Penyehatan 

Lingkungan

Seksi Tata Bangunan

Seksi Perencanaan 

Bidang Cipta Karya dan 

Penataan Ruang

Seksi Perencanaan 

Bidang Pengelolaan 

Sumberdaya Air

Seksi Perencanaan 

Bidang Bina Marga

UPT

Bidang Penataan Ruang 

dan Pertanahan

Seksi Pertanahan

Seksi Pengendalian dan 

Pemanfaatan Ruang

Seksi Penataan Ruang

 

Tugas yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 

50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 

kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.   

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang berperan sebagai pembuat rencana (planner)  terkait 

ruang kawasan pengembangan industri kecil/agroindustri dan pembangunan 

infrastrukktur serta fasilitator yang menyediakan infrastruktur berupa fasilitas jalan 

yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan agroindustri.  
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e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

merupakan dinas yang mendapatkan pelimpahan wewenang pelayanan perizinan 

yang mengeluarkan izin-izin yang terkait dengan pengembangan kawasan.  

Beberapa izin yang diperlukan untuk pengembangan kawasan industri adalah izin 

prinsip, izin lokasi dan izin lingkungan.  Selain itu, agroindustri sebagai industri 

yang melakukan kegiatan industri (mengolah bahan baku) dan memperdagangkan 

produknya hendaknya memiliki Izin Usaha Industri (IUI) terutama jika agroindustri 

yang usahanya berlokasi di lahan yang diperuntukkan untuk industri dan Izin 

Usaha Perdagangan (IUP). IUI dan IUP dalam pengurusannya dapat dilakukan 

secara simultan, dimana kedua izin tersebut dapat dikeluarkan dengan satu 

permohonan sebab jika suatu industri melakukan pengolahan, maka dapat 

dipastikan industri tersebut juga melakukan perdagangan.  Namun kesadaran 

agroindustri ubi kayu untuk melakukan pengurusan IUI dan IUP masih sangat 

rendah karena agroindustri masih tetap bisa menjalankan usahanya dan 

memasarkan produknya walaupun tidak memiliki kedua izin tersebut. 

Tahapan pengurusan perizinan diawali dengan pendaftaran, penyerahan 

dokumen, pemeriksaan kelengkapan dokumen, peninjauan lokasi dan penerbitan 

izin.  Saat ini untuk pendaftaran sudah dapat dilakukan secara online dengan 

dipandu oleh operator melalui situs spipise, sicantik dan sipo.  Pelimpahan 

wewenang pelayanan perizinan dari Bupati kepada kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh 

Kota Nomor 11 Tahun 2018.   

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 

memberikan izin berkoordinasi dengan dinas terkait, misalnya dalam memberikan 

izin usaha industri, maka koordinasi dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan 

tenaga kerja, Dinas Lingkungan Hidup; dalam memberikan izin usaha perdagangan 

berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan; dalam 

memberikan izin lingkungan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. 

Dalam pelaksanaannya sebelum izin diberikan, maka dinas-dinas terkait secara 

bersama melakukan peninjauan ke lokasi untuk melihat kelayakan pemberian izin.  

Bidang yang berperan besar dalam proses pemberian perizinan di Dinas 

PTSP adalah Bidang Pelayanan Terpadu, dimana bidang ini terdiri dari seksi 

pelayanan perizinan umum, seksi pelayanan perizinan penanaman modal dan seksi 

fasilitas pelayanan penanaman modal dan perizinan lainnya, hal ini sesuai dengan 

tugas dari bidang tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lima 

Puluh KotaNomor 56 Tahun 2016TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. Adapun bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas untuk pengurusan 

perizinan bagi agroindustri dan lembaga lain yang terlibat dalam pengembangan 

agroindustri. 

 

f. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan semenjak tahun 2017 dipecah menjadi dua yaitu 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

UKM.  Dinas ini berperan dalam pengembangan kawasan agroindustri terutama 

terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berhubungan 

dengan perdagangan, koperasi dan UKM karena produk yang dihasilkan 

agroindustri diperdagangkan oleh agroindustri secara langsung dan oleh pedagang 

baik pedagang pengecer, pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang antar 

daerah serta ada agroindustri yang memanfaatkan koperasi sebagai wadah 

penyimpanan uang hasil usaha dan peminjaman modal usaha. 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan pemberian 

peralatan produksi berupa samia penjemur kerupuk, tungku briket, cetakan 

kerupuk, mesin pemarut ubi pada agroindustri di Kecamatan Lareh Sago Halaban, 

dimana pendanaan pemberian bantuan peralatan bersumber dari dana aspirasi 

anggota dewan.  Disini terlihat bahwa adanya tumpang tindih kegiatan, dimana 

pemberian peralatan produksi untuk agroindustri sebenarnya menjadi tanggung 

jawab Dinas Perindustrian, namun kenyataannya dilaksanakan oleh Dinas 

Perdagangan.  Hal ini dikarenakan sebagian pihak belum begitu memahami 

pemisahan tupoksi dari dinas perindustrian dengan dinas perdagangan dan adanya 

kecenderungan anggota dewan untuk menyerahkan dana aspirasinya melalui 

lembaga yang mereka memiliki kedekatan dengan pihak-pihak di le.mbaga tersebut 
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Dinas Perdagangan juga memfasilitasi UKM melalui Kantor Pertanahan 

untuk membuat legalisasi terhadap lokasi kegiatan UKM (membuat sertifikat 

tanah), dimana dalam program sertifikasi lokasi kegiatan UKM Kantor Pertanahan 

berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan terkait data UKM dan penyuluhan 

tentang sertifikasi tanah UKM.  Dalam hal ini Badan pertanahan berkoordinasi 

dengan Bidang Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro. 

 Selain Bidang diatas, bidang lain yang juga berperan terkait pengembangan 

agroindustri adalah Bidang Fasilitasi dan sarana distribusi perdagangan dalam hal 

memajukan pemasaran agroindustri  serta Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 

Koperasi dalam hal pembinaan koperasi yang juga digunakan oleh agroindustri 

sebagai salah satu sumber permodalannya.  Pembinaan terhadap koperasi dilakukan 

dengan pemantauan kegiatan koperasi dan pemberian bantuan permodalan untuk 

koperasi. Namun agroindustri dan koperasi yang berada jauh dari pusat 

pemerintahan masih kurang mendapatkan pembinaan dari Dinas Perdagangan.  

Peran yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam 

memberikan pembinaan kepada Koperasi dan UKM telah sesuai dengan Peraturan 

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

UKM.Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

dapat Dilihat pada gambar berikut ini. 
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Berdasarkan informasi diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan agroindustri melalui pembinaan 

dengan pemberian peralatan produksi, penyuluhan dan pendataan UKM untuk 

mendapatkan sertifikat tanah. Selain itu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

juga berperan sebagai regulator dalam pengembangan agroindustri melalui 
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kebijakan yang dirumuskan terkait pengembangan agroindustri dan UKM serta 

sebagai inovator melalui pengetahuan baru yang diberikan kepada agroindustri. 

 

g. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berperan besar dalam pengembangan 

agroindustri melalui pendataan agroindustri, penyuluhan, pelatihan, bantuan 

peralatan produksi dan kebijakan yang dirumuskan terkait pengembangan 

agroindustri (Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tentang 

Rencana Pembangunan Industri).  Namun agroindustri yang sering mendapat 

pelatihan pada umumnya agroindustri yang dekat dengan pusat pemerintahan 

kabupaten, sedangkan agroindustri yang jauh dari pusat pemerintahan seperti yang 

terdapat di Kecamatan Gunung Omeh dan Kecamatan Akabiluru jarang 

mendapatkan pelatihan.  Selain itu, kebanyakan agroindustri terkendala untuk 

mengikuti pelatihan karena kesibukan aktivitas produksi yang dilakukan oleh 

agrondustri. 

Dinas Perindustrian melalui Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri 

dan Bidang sarana dan prasarana industri melakukan kegiatan pembinaan dengan 

program peningkatan kualitas dan kuantitas industri sehat, dimana kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan jumlah IKM yang memiliki legalitas lengkap. 

Namun IKM olahan ubi yang mendapat pembinaan ini hanya 6 IKM dan semuanya 

berlokasi di Kecamatan Guguak.  Disini terlihat bahwa IKM yang berada jauh dari 

pusat pemerintahan belum terjangkau oleh pembinaan ini.  Bidang ini juga 

melakukan penyuluhan dan pelatihan, namun jumlah agroindustri yang terjangkau 

dengan kegiatan ini masih terbatas. Selain itu, bidang ini memberi bantuan 

peralatan produksi berupa spiner kepada agroindustri ubi kayu di Kecamatan 

Situjuh dan alat penggiling kepada agroindustri kerupuk ubi di Kecamatan Gunung 

Omeh.  Keterbatasan kegiatan pembinaan untuk agroindustri ubi kayu dikarenakan 

terbatasnya pendanaan untuk pembinaan sebab pemerintah Kabupaten Lima Puluh 

Kota tidak memasukkan olahan ubi sebagai produk unggulan daerah, dimana yang 

ditetapkan sebagai produk unggulan adalah gambir, telur ayam ras, wisata lembah 

harau, tenun kubang dan halaban, ikan gurami sago, kakao, jeruk siam Gunung 

Omeh.  Padahal dalam RPJMD dinyatakan bahwa komoditi ubi kayu adalah 

komoditi unggulan, yang ditindak lanjuti dengan Perbup kawasan ubi kayu, dan 

ditindaklanjuti oleh Dinas dengan mengusulkan produk olahan ubi kayu sebagai 

produk unggulan daerah, namun setelah proses perumusan produk olahan ubi kayu 

tidak menjadi produk unggulan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Dinas Perindustrian melalui bidang sarana dan prasarana industri yang 

bekerjasama dengan bidang pembinaan dan pengawasan industri serta bidang 

tenaga kerja juga telah melakukan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah 

(Ranperda) tentang pengembangan industri termasuk agroindustri olahan ubi, 

dimana dalam dokumen Ranperda terdapat jenis industri dan lokasi pengembangan 

IKM termasuk agroindustri ubi kayu serta strategi pengembangan industri di 

Kabupaten Lima Puluh Kota.  Ranperda ini dapat menjadikan kegiatan 
pengembangan IKM lebih terarah.  Dinas Perindustrian dalam perumusan 

Ranperda ini telah melakukan tiga kali FGD yang melibatkan beberapa Dinas, 

Badan Daerah dan Sekretariat Daerah yaitu Dinas Perdagangan, Dinas PU dan Tata 

Ruang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, 
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Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan 

Hidup, Bapelitbang, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 

Peran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terkait 

perencanaan pengembangan agroindustri, pembinaan agroindustri serta pengajuan 

Ranperda telah sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 

2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja  

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Adapun bagan susunan organisasi Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja adalah sebagai perencana (planner) melalui rencana kegiatan pengembangan 

agroindustri yang dilakukan, sebagai fasilitator melalui pembinaan yang dilakukan 

kepada agroindustri olahan ubi, sebagai regulator dalam pengembangan 

agroindustri melalui kebijakan yang dirumuskan terkait pengembangan 

agroindustri dan IKM serta sebagai inovator melalui pengetahuan baru yang 

diberikan kepada agroindustri. 

Beberapa hasil kajian menyatakan bahwa peran pemerintah melalui Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja 

dalam pengembangan UMKM adalah sebagai fasilitator melalui pendampingan, 

pendanaan, permodalan dan pelatihan; sebagai regulator melalui pembuatan dan 

penetapan kebijakan; sebagai katalisator dengan memberikan arahan kepada UKM 

(Nirwana, Muhammadiah, Muhajirah, & Hasanuddin, 2017). Namun untuk 



187 
 

 
 

dukungan pendanaan bagi agroindustri ubi kayu belum dilakukan secara langsung, 

hanya memberikan arahan mengenai sumber pedanaan yang dapat dimanfaatkan 

oleh agroindustri di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan bantuan melalui 

koperasi juga diperuntukkan untuk pedagang kaki lima termasuk pedagang kaki 

lima yang menjual produk olahan ubi kayu. 

 

h. Dinas Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informasi berperan dalam menyediakan fasilitas 

komunikasi dan informasi yang dibutuhkan oleh dinas lain terkait pengembangan 

agroindustri.  Dinas ini juga melakukan pembinaan kepada operator yang bekerja 

pada dinas lain terkait media online yang digunakan. 

Bidang Infrastruktur TIK merupakan bidang yang berperan dalam 

mambantu dinas terkait kebutuhan infrastruktur TIK.  Namun, belum ada kegiatan 

khusus yang dilakukan dalam membangun infrastruktur TIK pengembangan 

kawasan agroindustri ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota.  Bidang E-

Government merupakan bidang yang membantu Dinas dalam menyediakan 

pangkalan data   untuk setiap Dinas, namun belum dimanfaatkan oleh Dinas terkait 

pengembangan kawasan agroindustri.  Bidang ini juga melakukan pembinaan 

kepada operator IT, namun operator IT yang ada di Dinas Perindustrian belum 

mendapatkan pembinaan.  Operator IT yang telah dibina  adalah operator yang 

bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu terkait situs 

perizinan online yang dimiliki oleh Dinas tersebut. Peran yang dijalankan Dinas 

Komunikasi dan Informasi terkait penyediaan kebutuhan IT dan pembinaan 

operator IT yang ada pada Dinas lain telah sesuai dengan Peraturan Bupati Lima 

Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun bagan 

susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 
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Berdasarkan informasi diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan 

sebagai fasilitator dalam pengembangan kawasan agroindustri ubi kayu di 

Kabupaten Lima Puluh Kota.  Peran ini dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas 

pendukung IT untuk dinas lain dalam pengembangan kawasan agroindustri ubi 

kayu. Namun peran ini belum banyak dimanfaatkan oleh Dinas Perindustrian dan 

Dinas Perdagangan seperti dalam hal membuat pangkalan data untuk agroindustri 

ubi kayu dan lembaga lain yang terkait dan dalam pembinaan operator IT. 

 

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berperan sebagai fasilitator 

dalam mendorong penciptaan teknologi tepat guna melalui kompetisi yang 

diadakan setiap tahun termasuk teknologi tepat guna untuk agroindustri ubi kayu, 

pembinaan usaha rumah tangga dan ibu-ibu PKK terkait pengolahan ubi.  Bidang 

yang berperan dalam kegiatan ini adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 

dimana dalam pembinaan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja.  Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Nagari dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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j. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman 

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman berperan 

sebagai fasilitator melalui penganalisaan dampak lingkungan dari kegiatan 

agroindustri dengan melakukan kunjungan langsung ke agroindustri. Bidang yang 

berperan dalam hal ini adalah Bidang Perencanaan dan Penataan PPLH.Selain itu, 

Dinas Lingkungan Hidup melalui Seksi Perencanaan dan Pengendalian Dampak 

Lingkungan juga memberikan kontribusi tentang Ranperda Pengembangan Industri 

melalui FGD yang dilakukan beberapa Dinas lainnya.  Adapun bagan susunan 

organisasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 
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k. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam 

pengembangan kawasan agroindustri ubi kayu berperan dalam membina Unit 

Pelayanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (UP3HP) yang menjadi cikal 

bakal tumbuhnya industri olahan ubi.  Anggota dari kelompok UP3HP ada yang 

petani dan ada yang petani sekaligus melakukan pengolahan. Dinas ini juga 

memberikan bantuan peralatan produksi pada anggota UP3HP. Namun yang 

ditemui di lapangan anggota UP3HP ada yang sudah mandiri menjadi industri 

olahan, dimana seharusnya pembinaannya menjadi tugas dari Dinas Perindustrian.  

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pembinaan, karena 

sebaiknya yang menjadi anggota UP3HP adalah petani yang belum memulai usaha 

pengolahan atau yang baru memulai usaha pengolahan, agar jelas cakupan dalam 

pembinaan. 
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Bidang yang berperan dalam pembinaan petani ubi kayu terkait penyuluhan 

budidaya adalah bidang prasarana, sarana, pembiayaan dan penyuluhan terutama 

seksi penyuluhan.  Namun untuk pembinaan terkait budidaya ubi kayu sudah tidak 

dilakukan, pembinaan lebih banyak diarahkan untuk kegiatan pasca panen 

termasuk pengolahan ubi kayu.  Padahal pembinaan terhadap petani ubi terutama 

terkait pengaturan periode tanam ubi kayu sangat perlu dilakukan, karena 

terkadang ditemui kondisi harga ubi kayu yang rendah karena produksi ubi yang 

berlimpah dan terkadang terjadi kelangkaan ubi kayu untuk kegiatan agroindustri. 

Sedangkan yang berperan dalam penyaluran pupuk kepada kelompok atau 

pedagang adalah seksi pupuk, pestisida dan alsintan.   Pupuk digunakan oleh petani 

ubi kayu dalam budidaya ubi kayu adalah pupuk Urea dan KCl.   

Bidang yang berperan dalam pembinaan UP3HP adalah Bidang Tanaman 

Pangan terutama Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 

Pembinaan yang dilakukan berupa penyuluhan dan pemberian peralatan produksi 

terkait dengan pengolahan lanjut untuk komoditi ubi kayu menjadi berbagai produk 

makanan. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura  menjalankan peran 

pembinaan pada kelompok UP3HP dengan dibantu oleh UPT yang berisikan 

tenaga penyuluh lapangan. 

Peran yang dijalankan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 

kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Adapun bagan 

susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan uraian diatas, Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan berperan sebagai fasilitator dalam penyaluran pupuk, 

pembinaan petani dan pembinaan kelompok UP3HP. 

KEPALA
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Fungsional
Sekretariat

Sub Bagian 

Perencanaan 

dan Evaluasi

Sub Bagian 

Keuangan dan 

Aset

Sub Bagian 

Umum dan 

Kepegawaian

Bidang PerkebunanBidang Hortikultura
Bidang Tanaman 

Pangan 

Bidang Prasarana, 

Sarana, Pembiayaan 

dan Penyuluhan

Seksi Penyuluhan

Seksi Pupuk, Pestisida 

dan Alsintan

Seksi Lahan, Irigasi dan 

Pembiayaan

Seksi Perbenihan dan 

Perlindungan Tanaman 

Pangan

Seksi Produksi Tanaman 

Pangan

Seksi Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil 

Tanaman Pangan

Seksi Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil 

Tanaman Hortikultura
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Perlindungan Tanaman 

Hortikultura
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Tanaman Perkebunan

Seksi Perbenihan dan 

Perlindungan Tanaman 
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Seksi Produksi Tanaman 

Perkebunan
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l. Dinas Pangan 

Dinas Pangan berperan menyediakan sarana promosi untuk produk 

agroindustri dengan mengikutkan produk hasil olahan agroindustri dalam pameran 

pangan.  Agroindustri olahan ubi kayu yang pernah mengikuti pameran pangan 

masih terbatas, biasanya agroindustri yang mengikuti pameran adalah agroindustri 

yang telah memiliki SPP IRT dari Dinas Kesehatan.   

Kegiatan promosi juga dilakukan setiap tahun dengan mengadakan lomba 

produk hasil olahan pangan termasuk olahan ubi kayu.  Peserta kegiatan ini 

kebanyakan adalah industri olahan yang masih skala rumah tangga.  Bidang 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan merupakan bidang yang 

melaksanakan kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan promosi yang dilakukan 

Dinas Pangan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian. Adapun bagan susunan 

organisasi Dinas Pangan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

KEPALA

Kelompok Jabatan 

Fungsional
Sekretariat

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan

Bidang Penganekaragaman, 

Konsumsi dan Keamanan 

Pangan

Bidang Ketersediaan dan 

Distribusi Pangan

Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Distribusi Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Keamanan Pangan

Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman 

Pangn

UPT

 

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Pangan berperan sebagai fasilitator 

melalui penyediaan wadah promosi untuk produk yang dihasilkan oleh agroindustri 

ubi kayu. 

 

m. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) 

Badan daerah yang berperan dalam pengembangan kawasan agroindustri 

adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.  Bapelitbang berperan 

sebagai planner, dimana bersama dengan Dinas Perindustrian merumuskan rencana 

kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan kawasan agroindustri dan 
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menyediakan fasilitas (fasilitator) untuk melakukan diskusi hasil penelitian terkait 

pengembangan kawasan agroindustri. Namun, kenyataannya belum terjadi 

sinkronisasi antara dokumen rencana pembangunan (RPJPD dan RPJMD) dengan 

rencana kegiatan yang telah dirumuskan, dimana rencana kegiatan untuk 

agroindustri olahan ubi terbatas karena produk yang dihasilkan tidak dimasukkan 

sebagai produk unggulan daerah, padahal dalam dokumen rencana pembangunan, 

ubi kayu masuk kedalam komoditi unggulan daerah. Bapelitbang juga berperan 

sebagai regulator melalui Bidang Ekonomi (Sub Bidang Pembangunan 

Perindustrian, Perdagangan dan UMK) juga ikut dalam perumusan dokumen 

Ranperda Pengembangan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun bagan 

susunan organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

 

KEPALA

Kelompok Jabatan 

Fungsional
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Perindustrian, Perdagangan 

dan UMK

Sub Bidang Pembangunan 
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Sub Bidang Pembangunan 
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Sub bidang Pembangunan 
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 Sub Bidang Pembangunan 
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Sub Bidang Pembangunan 
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Sub bidang Pembangunan 
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Sub Bidang Pembangunan 
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Sub Bidang Evaluasi, 
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Pembangunan

Sub Bidang Data dan 
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UPT

 

n. Pemerintahan  Kecamatan 

Pemerintah Kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam pengurusan 

dokumen yang dibutuhkan oleh agroindustri seperti surat keterangan usaha, KTP 

dan KK.  Berdasarkan tinjauan di lapangan kebutuhan agroindustri terhadap 

dokumen ini adalah pada saat pengurusan peminjaman dana, pengurusan P-IRT, 

sertifikat BPOM. Selain itu, pemerintah kecamatan juga pernah bekerjasama 

dengan Dinas Perindustrian dalam menyediakan ruangan untuk pelaksanaan 

pembinaan agroindustri.  Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Seksi Pelayanan merupakan seksi di Kecamatan yang banyak berperan dalam hal 

ini.  Adapun bagan susunan organisasi pemerintah kecamatan dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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CAMAT

Kelompok Jabatan 

Fungsional
Sekretariat

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, 
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Seksi Pemerintahan
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o. Pemerintahan Nagari 

Pemerintahan Nagari melaksanakan berbagai kegiatan untuk 

pengembangan agroindustri di wilayah kerjanya melalui kerjasama dengan Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas 

Pertanian dan Dinas Pemberdayaan dalam bentuk pemberian informasi agroindustri 

dan penyediaan lokasi untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

terkait.  Pemerintahan Nagari membangun infrastruktur jalan untuk kelancaran 

transportasi pemasaran produk agroindustri dengan menggunakan dana desa.  

Pemerintahan nagari juga menyisihkan sebagian dana desa yang diterima untuk 

mengembangkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), namun BUMNAG yang 

sudah aktif beroperasi sampai bulan Mei 2018 BUMNAG Nagari Pandam Gadang.  

Selain itu, pemerintahan nagari berperan dalam pembuatan surat keterangan usaha 

yang dibutuhkan oleh agroindustri yang akan melakukan peminjaman dana KUR. 

Seksi Pelayanan dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

merupakan Seksi yang banyak berperan tekait pengembangan agroindustri ubi. 

Adapun bagan susunan organisasi pemerintah nagari dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

 

WALI NAGARI
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Berdasarkan uraian diatas peran pemerintahan nagari adalah sebagai 

fasilitator yang membangun infrastruktur jalan, menyediakan fasilitas untuk 

pembinaan agroindustri, pengembangan BUMNAG dan pengurusan dokumen yang 

dibutuhkan oleh agroindustri. 

  

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

BUMD merupakan badan usaha yang kepemilikan saham/modal utamanya 

ada di pemerintah daerah.  BUMD yang berlokasi di Kabupaten Limapuluh Kota 

adalah Bank Nagari, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Usaha Milik 

Nagari (BUMNAG).   

Bank Nagari adalah bank yang kepemilikan saham utamanya dipegang oleh 

pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat.  Di Kabupaten Limapuluh Kota ada 

terdapat Bank Nagari yang berlokasi di RSUD Suliki, Danguang-danguang, 

Komplek Kantor Bupati, Pasar ibuh, RSUD Adnan dan Sarilamak.  Walaupun 

Bank Nagari merupakan lembaga yang memberikan jasa simpan pinjam, namun 

yang dimanfaatkan oleh agroindustri dan pedagang saat ini adalah tabungan dan 

jasa pengiriman uang.   

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di Kabupaten Limapuluh Kota 

pada umumnya merupakan Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang merubah status dan 

badan hukumya setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

tentang Perbankan dan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang 

Bank Perkreditan Rakyat.  LPN di Kabupaten Limapuluh Kota pada umumnya 

didirikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala daerah Tk. I Sumatera 

Barat.   

BPR di Kabupaten Limapuluh Kota tersebar dibeberapa kecamatan dan 

pada umumnya melakukan aktivitas simpan pinjam.  Beberapa BPR yang terdapat 

di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah : 

1. BPR Tambun Ijuk yang berlokasi di Simalanggang Kecamatan Payakumbuh 

2. BPR Taeh Baruah yang berlokasi di Taeh Kecamatan Payakumbuh 

3. BPR Labuah Gunung yang berlokasi di Kecamatan Lareh Sago Halaban 

4. BPR Harau yang berlokasi di Kecamatan Harau 

5. BPR Suliki Gunung Omeh yang berlokasi di Kecamatan Suliki 

6. BPR Padang Kuniang yang berlokasi di Nagari Situjuah Limo Nagari, 

Kecamatan Situjuah 

BPR ini berkoordinasi dengan bagian perekonomian di Sekretariat Daerah 

melalui pemberian laporan kondisi usaha setiap tahun.  BPR dalam aktivitasnya 

memberikan kredit kepada masyarakat baik agroindustri maupun pedagang untuk 

memenuhi kebutuhan modal.  Selain itu, BPR juga menerima penyimpanan dana 

(tabungan) dari masyarakat. 

BPR berperan dalam penyimpanan dan pengiriman uang serta pemberian 

pinjaman kepada agroindustri. Namun sangat sedikit agroindustri yang 

memanfaatkan kredit dari BPR karena bunga pinjaman BPR yang lebih tinggi (18-

20%) dari bunga pinjaman KUR (7%).  Berdasarkan tinjauan di lapangan hanya 
satu agroindustri di Kecamatan Akabiluru yang melakukan pinjaman kepada BPR 

Harau. BPR Harau merupakan salah satu BPR binaan Bank Nagari.  Berdasarkan 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BPR berperan sebagai penyedia jasa 

keuangan yang menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana bagi 
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agroindustri.  Selain itu BPR juga berperan sebagai kreditur yaitu pihak yang 

memberikan pinjaman dana kepada agroindustri dan pedagang. 

BUMNAG merupakan badan usaha yang permodalannya berasal dari 

nagari (alokasi dana desa). Saat ini BUMNAG yang sudah aktif beroperasi di 

Kabupaten Limapuluh Kota yaitu BUMNAG di Nagari Pandam Gadang yang 

menyediakan fasilitas menabung, pengiriman uang dan memfasilitasi agroindustri 

jika ingin melakukan peminjaman dana KUR melalui Bank Negara Indonesia 

(BNI).  

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

BUMN yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota berupa lembaga 

keuangan perbankan yairu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 

(BNI) dan Bank Mandiri.  Lembaga keuangan ini berperan dalam memberikan 

pinjaman kepada agroindustri dan pedagang dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) yang bunganya disubsidi oleh pemerintah.  Saat ini bunga pinjaman efektif 

yang ditetapkan untuk peminjaman dana KUR adalah sebesar 7% per tahun.  

Namun masih terbatas agroindustri yang memanfaatkan dana KUR ini karena 

menurut agroindustri prosedur peminjamannya cukup rumit.  Yang banyak 

memanfaatkan dana KUR ini adalah pedagang yang memasarkan produk 

agroindustri berbasis ubi.  Adapun syarat untuk peminjaman dana KUR adalah : 

1. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif 

2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan 

3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif 

seperti KPR, KKB dan Kartu Kredit 

4. Persyaratan administrasi : identitas berupa KTP, KK dan surat izin usaha 

Selain pinjaman, agroindustri dan pedagang ada yang menyimpan dana 

usahanya di BRI, BNI dan Bank Mandiri.  Penyimpanan dana ini ada yang 

dilakukan karena memang ingin menabung pada perbankan tersebut, tapi ada 

juga karena melakukan pinjaman pada perbankan tersebut sehingga harus 

membuka rekening tabungan di perbankan tempat melakukan pinjaman untuk 

pembayaran pinjaman yang dilakukan. 

Berdasarkan uraian diatas BUMN berperan sebagai penyedia jasa keuangan 

yang menyediakan jasa penyimpanan dan pengiriman uang serta sebagai 

kreditur yang memberikan pinjaman kepada agroindustri atau pedagang yang 

berperan dalam pemasaran produk agroindustri. 

 

Lembaga yang Dibawah Kementerian Langsung 

a. Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan lembaga yang 

langsung berada dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik 

Indonesia.  Kantor pertanahan memiliki kegiatan legalisasi lokasi UMKM melalui 

sertifikasi lokasi kegiatan UMKM. Kantor pertanahan dalam pengembangan 

agroindustri berperan dalam mendorong percepatan legalisasi kepemilikan lokasi 
agroindustri melalui kegiatan sertifikasi lokasi agroindustri, dimana kantor 

pertanahan berperan sebagai fasilitator yang memberikan penyuluhan tentang 

sertifikasi hak atas tanah UKM dan membantu proses pembuatan sertifikat tanah 

UKM. Dana untuk kegiatan ini bersumber dari APBN yang dibebankan dalam 

DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota.   
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Kegiatan ini merupakan Program Nasional (Prona) bagian dari program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana kegiatan melakukan 

pembuatan sertifikat untuk lahan pertanian, perikanan dan lokasi UMKM.  

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota 

yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta 

Kenagarian dari setiap daerah lokasi UMKM.  Prosedur kegiatan ini diawali 

dengan pengajuan data UMKM yang akan membuat sertifikat, data ini kemudian 

dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Nagari, 

kemudian UMKM menyiapkan persyaratan untuk membuat alas hak.  Pembuatan 

alas hak ini UMKM bekerjasama dengan Nagari, setelah alas hak selesai, 

selanjutnya diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk didata di sub seksi pendaftaran 

hak tanah dan sub seksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat, kemudian dilakukan pengukuran oleh panitia pengukuran yang 

dilakukan dibawah tanggung jawab sub seksi pengukuran Kadarsal untuk 

kemudian dibuatkan gambar lokasi dan pemetaan dibawah tanggung jawab sub 

seksi pemetaan dasar dan tematik.  Setelah pengukuran dan pemetaan dilakukan 

oleh panitia, selanjutnya panitia membuat pengumuman data fisik dan data yuridis 

tanah untuk diumumkan selama 60 hari kepada masyarakat. Jika ada sengketa atau 

klaim dari pihak lain terkait pengumuman tersebut, maka seksi penanganan 

masalah dan pengendalian tanah melakukan mediasi untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut, mediasi ini melibatkan berbagai pihak diantaranya pihak-

pihak yang bersengketa, niniak mamak, nagari, jorong, sepadan, KAN jika tidak 

berhasil maka dilanjutkan ke pengadilan.  Setelah sengketa selesai (jika lokasi yang 

akan disertifikat bersengketa) selanjutnya dibuatkan berita acara yang 

ditandatangani oleh kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan 

serta kepala kantor pertanahan.  Berita acara ini menjadi pengantar untuk membuat 

sertifikat tanah. 

Kegiatan sertifikasi UMKM ini sudah dilaksanakan semenjak tahun 2016.  

Jumlah UMKM yang sudah mendapat sertifikat tanah sebanyak 50 UKM pada 

tahun 2016 dan sebanyak 99 UKM pada tahun 2017 dengan rincian 40 UKM di 

Sungai Antun Kecamatan Mungka, 45 UKM di Mungo Kecamatan Luak, 7 UKM 

di Sarilamak, 7 UKM di Limbanang Kecamatan Suliki.  Sedangkan pada Tahun 

2018 ditargetkan sebanyak 100 UKM dengan rincian 19 UKM di Mungo 

Kecamatan Mungka, 10 UKM di Sarilamak, 50 UKM di Sungai Antun kecamatan 

Mungka dan 21 UKM di Mungka Kecamatan Luak.  Persyaratan utama untuk bisa 

ikut dalam kegiatan ini adalah memiliki aktivitas usaha.  Namun kegiatan 

sertifikasi tanah ini masih terbatas pada UKM di daerah tertentu (tidak ada 

didaerah sentra agroindustri ubi), sehingga pemerataan untuk pengembangan 

agroindustri ubi melalui legalisasi lahan usaha belum dapat dilaksanakan dengan 

baik.  Keterbatasan wilayah yang menjadi sasaran legalisasi ini disebabkan karena 

adanya kendala pemenuhan persyaratan administrasi yang harus dilakukan sesuai 

waktu yang ditetapkan dan kurangnya koordinasi antara Dinas Perdagangan 

sebagai fasilitator pendukung dengan agroindustri dan pemerintahan nagari. 
 

b. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Lima Puluh Kota 

 PLUT merupakan lembaga yang langsung berada dibawah Kementerian 

Koperasi dan UKM.  PLUT merupakan lembaga mediasi bagi pengembangan 

koperasi dan UMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja 
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pemasaran, akses pembiayaan dan pengembangan SDM melalui peningkatan 

kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial serta kinerja kelembagaan dalam 

rangka meningkatkan daya saing UMKM.  PLUT memiliki beberapa konsultan 

untuk membantu pelaksanaan kegiatan.  Konsultan ini dibagi atas empat bagian 

yaitu konsultan pemasaran, konsultan SDM, konsultan produksi dan konsultan 

pembiayaan.  Saat ini PLUT sedang membina 59 UMKM dan 25 Koperasi.  Dari 

59 UMKM yang dibina terdapat 7 UMKM yang melakukan pengolahan ubi. 

 Kegiatan yang dilakukan oleh PLUT dalam pengembangan agroindustri 

adalah dengan menyediakan fasilitas pelayanan melalui konsultasi langsung untuk 

mengatasi permasalahan agroindustri baik dalam hal produksi, SDM, pemasaran 

maupun pembiayaan.  Agroindustri dapat berkonsultasi dengan mendatangi kantor 

PLUT atau ketika konsultan PLUT berkunjung ke agroindustri.  PLUT juga  

 

c. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 

Perguruan Tinggi (PT) merupakan lembaga pendidikan yang yang langsung 

berada dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristek Dikti) Republik Indonesia.  PT yang ada di Kabupaten Limapuluh 

Kota terdiri dari Perguruan Tinggi swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN), namun yang berperan dalam pengembangan agroindustri berdasarkan 

informasi dari agroindustri adalah PTN yang memang memiliki program studi 

terkait dengan agroindustri.  PTN yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota 

yang berperan dalam pengembangan agroindustri adalah Politeknik Negeri 

Payakumbuh. 

Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh berperan dalam penelitian yang 

dilakukan dalam usahatani ubi kayu dan agroindustri olahan ubi.  Penelitian yang 

dilakukan terkait dengan teknik budidaya dan perbaikan proses produksi olahan 

ubi.  Politeknik juga melakukan pengabdian masyarakat dengan pelatihan, 

penyuluhan, penyewaan traktor untuk pengolahan lahan dan pemberian peralatan 

produksi untuk agroindustri.  Politeknik melalui kegiatan pelatihan dan 

penyuluhan, memberikan pengetahuan tentang perbaikan proses produksi dalam 

hal perbaikan/penambahan citarasa, pembuatan/perbaikan kemasan produk, 

pengelolaan usaha dan pemasaran produk. Selain itu, beberapa mahasiswa politani 

pernah melakukan praktikum lapangan dan magang di agroindustri olahan ubi, 

sehingga dapat memberikan sumbangan pikiran untuk pengembangan agroindustri. 

Berdasarkan uraian di atas, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 

berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan agroindustri melalui pelatihan, 

penyuluhan, pemberian peralatan dan pengetahuan yang diberikan kepada 

agroindustri. Selain itu, Politani juga berperan sebagai inovator dengan 

pengetahuan baru tentang perbaikan proses produksi seperti perbaikan/penambahan 

citarasa, pembuatan/perbaikan kemasan produk, pengelolaan usaha dan pemasaran 

produk. Namun, saat ini kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat terkait ubi 

kayu beserta industri olahannya sudah tidak dilakukan karena pergeseran focus 

kajian ke komoditi lain seperti jesigo, olahan hasil ternak, gambir dan kakao.  
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai sebuah lembaga 

pendidikan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya melakukan pembinaan 

melalui penyuluhan dan pemberian peralatan produksi.  Padahal sebagai lembaga 

pendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi inkubator bisnis bagi agroindustri 

olahan ubi kayu guna mendorong terciptanya inovasi. Dibeberapa negara 
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memperlihatkan bahwa inkubator bisnis merupakan instrumen inovasi yang 

memperlihatkan peran universitas sebagai inkubator (Allahar , H & Brathwaite, C,  

2016; Hausberg, J. P & Korreck, S , 2018). 

 

Lembaga Formal Lainnya 

a. Koperasi 

Koperasi berperan sebagai fasilitator melalui jasa menyimpanan dana yang 

disediakan dan sebagai kreditur melalui jasa peminjaman yang diberikan kepada 

agroindustri.  Berdasarkan tinjauan di lapangan. Koperasi menjadi salah satu 

alternatif peminjaman uang yang diminati karena pembayaran cicilan dapat 

dijemput dan bisa dilakukan harian, mingguan atau bulanan. Koperasi Serba Usaha 

(KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak merupakan koperasi yang banyak digunakan 

oleh agroindustri ubi kayu terkait penyimpanan dan peminjaman dana. 

 

b. Rumah Kreatif BUMN (RKB) 

 Rumah kreatif  BUMN (RKB) didirikan oleh BUMN sebagai salah satu 

program BUMN untuk memajukan IKM.  RKB di Kabupaten Limapuluh Kota 

diresmikan tanggal 5 April 2018 yang berlokasi di Kanagarian Guguak VII Koto 

Talago Kecamatan Guguak.  RKB ini pendiriannya diprakarsai melalui dana 

corporate sosial responsibility (CSR) BNI dan PT Bukit Asam. Namun dalam 

pelaksanaan kegiatan pembinaan RKB ini lebih banyak berkoordinasi dengan 

Bagian Penyelia Pemasaran BNI Kota Payakumbuh dengan Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) Danguang-danguang.  Lebih lanjut Bagian Penyelia Pemasaran 

BNI Kota Payakumbuh ini berkoordinasi dengan Divisi CSR di BNI Propinsi. 

RKB ini berperan untuk memajukan IKM melalui pembinaan dan 

konsultasi dalam hal manajemen usaha baik terkait pemasaran, produksi, keuangan 

maupun organisasi.  IKM juga mendapat  pembinaan pemasaran online sehingga 

IKM diharapkan mampu memasok produknya di situs pemasaran online seperti 

blanja.com sehingga produk IKM di Kabupaten Limapuluh Kota dapat menjangkau 

wilayah pemasaran yang lebih luas baik nasional maupun internasional.  IKM 

olahan ubi kayu yang mendapat binaan adalah andespi, clarisa, usaha kripik nita, 

chelsy & chelsa, sahabat senada, yanti ganepo, ganepo 99, quella dan sanjai 

marsya. Namun dalam kegiatan yang dilakukan RKB belum berkoordinasi dengan  

 Berdasarkan uraian diatas maka peran RKB dalam pengembangan kawasan 

agroindustri adalah sebagai fasilitator yang melakukan pembinaan kepada 

agroindustri olahan ubi melalui pelatihan untuk perbaikan manajemen usaha dan 

konsultasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh agroindustri. 

 

c. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau Loka POM 

 BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan 

(Presiden Republik Indonesia, 2017). BPOM dalam melaksanakan kebijakan teknis 

operasional dibidang pengawasan obat dan makanan memiliki Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) yang ditempatkan pada lokasi tertentu dengan wilayah kerja yang 

mencakup beberapa wilayah (BPOM RI, 2018).  Berdasarkan Peraturan BPOM no 

12 tahun 2018,  Kabupaten Limapuluh Kota termasuk dalam wilayah kerja Loka 

POM Kota Payakumbuh sebagai salah satu UPT BPOM.  Loka POM ini 

melakukan pemeriksaaan, pengujian dan sertifikasi terhadap produk olahan ubi 
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yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota.  Selain itu, Loka POM ini juga melakukan 

pengelolaan informasi dan edukasi melalui penyuluhan terkait pengawasan obat 

dan makanan di wilayah kerjanya. 

 Berdasarkan uraian di atas, Loka POM sebagai UPT BPOM berperan 

sebagai fasilitator dalam pengembangan agroindustri berbasis ubi melalui aktivitas 

pemeriksaan, pengujian, penerbitan sertifikat, informasi dan edukasi yang 

diberikan. 
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Lampiran 6.  Lembaga Formal, Peran dan Aktivitasnya dalam Pengembangan 

Agroindustri Berbasis Ubi di Kabupaten Lima Puluh Kota 

No Lembaga 

Formal 

Bagian/Bidang Peran Aktivitas Peraturan 

Pendukung 

 Sekretariat     

1.  Sekretariat 

daerah 

Perekonomian 

Kerjasama 

Hukum 

Katalisator Berkoordinasi dengan 

Dinas daerah, BPR, 

BUMD. 

Merumuskan dan 

membahas Ranperda 

Pembangunan Industri 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 45 Tahun 

2016 

2.  DPRD Bapemperda, 

Komisi, 

Sekretariat 

DPRD 

 

Katalisator Pembahasan dan 

pengesahan Ranperda 

pembangunan industri 

 

PP No 16 Tahun 

2010 

 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang  

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Peraturan  

 

Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 

Tentang 

Pembentukan 

Produk Hukum 

Daerah 

 Dinas Daerah 

3.  Dinas 

Kesehatan 

Bidang 

Sumberdaya 

Kesehatan 

Fasilitator 

 

Penyuluhan dan 

menerbitkan sertifikat 

IRT-P 

Melakukan koordinasi 

dengan dinas 

perindustrian terkait 

pemberian izin 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 48 Tahun 

2016 

 

Peraturan Kepala 

Daerah Badan 

Pengawas Obat 

Dan Makanan 

Republik Indonesia 

Nomor 

Hk.03.1.23.04.12.2

205 Tahun 2012 

4.  Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

- Bidang Bina 

Marga 

- Bidang 

Penataan 

Ruang dan 

Pertanahan 

- Bidang 

Perencanaan 

Planner dan  

Fasilitator  

Merumuskan dan 

melaksanakan RTRW, 

menyediakan sarana dan 

prasarana 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 50 Tahun 

2016 
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5.  Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

Bidang 

Pelayanan 

Terpadu  

Fasilitator  Memberikan perizinan, 

berkoordinasi dengan 

dinas terkait perizinan 

yang diberikan 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 56 Tahun 

2016 

 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 11 Tahun 

2018.   

 

6.  Dinas 

Perdagangan, 

Koperasi dan 

UKM 

Bidang 

Fasilitasi dan 

Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Bidang 

Kelembagaan 

dan 

Pengawasan 

Kperasi 

Bidang 

Pemberdayaan 

dan 

Pengembangan 

Koperasi dan 

Usaha Miko 

Planner, 

Fasilitator, 

Inovator, 

Regulator 

Merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan 

untuk meningkatkan 

kemampuan UKM, 

memberikan fasilitas 

peralatan kepada UKM, 

memberikan penyuluhan, 

pelatihan dan 

pembinaan, melakukan 

koordinasi dengan 

UKM, melaksanakan 

analisis data UKM dan 

mempercepat 

pengembangan 

agroindustri. 

Merumuskan kebijakan 

pengembangan UKM 

Melakukan pembinaan 

koperasi 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 57 Tahun 

2016 

7.  Dinas 

Perindustrian 

dan Tenaga 

Kerja 

- Bidang 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Industri 

- Bidang Sarana 

dan Prasarana 

Industri 

- Bidang 

Ketenagakerja

an 

Planner, 

Fasilitator, 

Inovator, 

Regulator 

Merencanakan 

pembinaan dan 

pengawasan untuk 

industri, memberikan 

fasilitas peralatan kepada 

IKM, malaksanakan 

pelatihan, penyuluhan 

dan pembinaan, 

melakukan koordinasi 

dengan IKM, 

menyediakan informasi 

agroindustri dan 

mempercepat proses 

pengembangan 

agroindustri.  

Merumuskan Ranperda 

pengembangan industri 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 58 Tahun 

2016 

8.  Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Bidang 

Infrastruktur 

TIK 

Bidang E-

Government 

Fasilitator Menyediakan fasilitas IT 

yang dibutuhkan oleh 

Dinas dan pembinaan 

operator  IT 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 59 Tahun 

2016 

9.  Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan 

Desa/Nagari 

Bidang 

pemberdayaan 

masyarakat 

Fasilitator  Mendorong  inovasi 

masyarakat, memberikan 

pelatihan, penyuluhan 

dan pembinaan terhadap 

usaha ekonomi 

masyarakat termasuk 

agroindustri 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 61 Tahun 

2016 
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10.  Dinas 

Lingkungan 

Hidup, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Permukiman 

Bidang 

penataan dan 

penataan 

Pengawasan 

Pembangunan 

dan Lingkungan 

Hidup (PPLH) 

Fasilitator Memberikan fasilitas 

penganalisaan dampak 

lingkungan dari kegiatan 

agroindustri 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 63 Tahun 

2016 

 

11.  Dinas tanaman 

Pangan, 

Hortikultura 

dan 

Perkebunan 

- Bidang 

Tanaman 

Pangan 

- Bidang 

Prasarana, 

Sarana, 

Pembiayaan 

dan 

Penyuluhan 

- UPT 

Fasilitator  Memberikan pembinaan 

untuk kelompok UP3HP 

dan petani ubi 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 64 Tahun 

2016 

12.  Dinas Pangan Bidang 

Penganekaraga

man, 

Komsumsi Dan 

Keamanan 

Pangan 

 

Fasilitator Menyediakan fasilitas 

promosi dengan 

mengikutkan beberapa 

agroindustri dalam 

pameran hari pangan  

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 67 Tahun 

2016 

 
Badan Daerah 

13.  Badan 

Perencanaan 

Penelitian dan 

Pengembangan 

- Bidang 

Ekonomi 

- Bidang 

Infrastruktur, 

pengembanga

n wilayah dan 

lingkungan 

hidup 

Katalisator 

dan Planner 

Bersama-sama dengan 

Dinas menetapkan dan 

mengkoordinasikan 

rencana pengembangan 

agroindustri 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 69 Tahun 

2016 

 
Kecamatan dan Nagari 

14.  Pemerintahan 

Kecamatan 

Seksi 

pembangunan 

dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Seksi pelayanan 

 

Fasilitator Menyediakan fasilitas 

untuk pengurusan surat 

menyurat yang terkait 

dengan agroindustri. 

Menyediakan fasilitas 

ruangan untuk kegiatan 

pengembangan 

agroindustri, dimana 

biasanya bekerjasama 

dengan dinas terkait 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota 

Nomor 72 Tahun 

2016 

15.  Pemerintahan 

Nagari 

Seksi 

pembangunan 

dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Seksi Pelayanan 

Fasilitator Menyediakan fasilitas 

untuk pengurusan surat 

menyurat yang terkait 

dengan agroindustri 

Menyediakan fasilitas 

untuk pelaksanaan 

kegiatan yang terkait 

dengan agroindustri 

Peraturan Daerah 

Propinsi Sumatera 

Barat Nomor 2 

Tahun 2007 

Pokok-Pokok 

Pemerintahan 

Nagari 
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 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

16.  Bank Nagari 

 

Bagian Kredit 

Bagian 

Pelayanan 

Penyedia 

jasa 

keuangan 

dan kreditur 

Memberikan jasa 

transaksi usaha dan 

peminjaman untuk 

modal usaha dalam 

bentuk Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 

Peraturan Menteri 

Koordinator 

Bidang 

Perekonomian 

Nomor 11 Tahun 

2017 Tentang 

Pedoman 

Pelaksanaan Kur. 

17.  Bank 

Perkreditan 

Rakyat (BPR) 

Bagian Kredit 

Bagian 

Pelayanan 

Penyedia 

jasa 

keuangan 

dan kreditur 

Memberikan jasa 

transaksi usaha dan 

peminjaman untuk 

modal usaha  

 

18.  Badan Usaha 

Milik Nagari 

(BUMNAG) 

 Fasilitator  Memfasillitasi IKM 

yang akan melakukan 

transaksi usaha dan mau 

melakukan peminjaman 

dana KUR untuk usaha 

Peraturan Menteri 

Desa, 

Pembangunan 

Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi 

Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 

2015 

 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

19.  Bank Rakyat 

Indonesia 

(BRI) 

 

Bagian KUR 

Bagian 

Pelayanan 

Penyedia 

jasa 

keuangan, 

kreditur 

 

 

Fasilitator 

Memberikan jasa 

transaksi usaha dan 

peminjaman untuk 

modal usaha dalam 

bentuk Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 

Menginvestasikan dana 

CSR untuk membantu 

pengembangan 

agroindustri 

Peraturan Menteri 

Koordinator 

Bidang 

Perekonomian 

Nomor 11 Tahun 

2017 Tentang 

Pedoman 

Pelaksanaan KUR. 

20.  Bank Negara 

Indonesia 

(BNI) 

 

Bagian KUR 

Bagian 

Pelayanan 

Bagian 

Pemasaran 

21.  Bank Mandiri Bagian KUR 

Bagian 

pelayanan 

 
Organisasi dibawah Kementerian Langsung 

22.  Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten 

Lima Puluh 

Kota 

- Seksi 

Infrastruktur 

Pertanahan 

- Seksi 

hubungan 

hukum 

Pertanahan 

Fasilitator  Legalisasi lokasi 

UMKM melalui 

sertifikasi tanah tenpat 

kegiatan UMKM dan 

memberikan penyuluhan 

tentang manfaat 

melakukan legalisasi 

tanah 

Peraturan Menteri 

Agraria Dan Tata 

Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan 

Nasional Republik 

Indonesia Nomor 

38 Tahun 2016 

23 Pusat Layanan 

Usaha Terpadu 

(PLUT) 

Bidang 

Pelayanan 

Terpadu 

Fasilitator  Memberikan layanan 

bidang produksi, SDM, 

pemasaran, pembiayaan, 

kelembagaan  

Keputusan Deputi 

Bidang 

Restrukturisasi 

Usaha No. 

02/Per/Dep.4/I/201

7 
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24 Politeknik 

Pertanian 

Negeri 

Payakumbuh 

 

Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian 

Masyarakat 

 

 

 

 

Fasilitator 

dan 

Innovator 

Memkan pengetahuan 

untuk pengembangan 

agroindustri 

Melakukan pengabdian 

masyarakat dengan 

memberikan penyuluhan 

dan fasilitas produksi 

Memperkenalkan teknik 

produksi, manajemen 

dan pemasaran yang 

baru 

Membantu memperbaiki 

proses produksi dan 

pemasaran melalui 

program magang 

mahasiswa 

 

 Organisasi Formal lainnya 

25 Koperasi Bagian 

pelayanan 

Penyedia 

jasa 

keuangan 

Menyediakan jasa 

penyimpanan uang 

 

   Kreditur Memberikan pinjaman 

modal untuk agroindustri 

dan pedagang 

 

26 Rumah kreatif Bagian 

pembinaan 

Fasilitator Menyediakan fasilitas 

untuk mengembangkan 

kreatifitas dan inovasi 

bagi agroindustri 

 

27 BPOM atau 

Loka POM  

Seksi Pengujian 

Seksi 

Pemeriksaan 

dan Penindakan 

Seksi Informasi 

dan 

Komunikasi 

Fasilitator Menyediakan fasilitas 

pengurusan izin BPOM 

bagi agroindustri 

 

 

 

  



Lampiran 7 . Perhitungan Frekwensi Hubungan Agroindustri dengan Lembaga Formal (3 tahun terakhir)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

No Agroindustri Sekretaria

t Daerah

DPRD Dinas 

Keseha

tan

Dinas 

PU dan 

Penataa

n 

Ruang

Dinas 

Penanam

an 

Modal 

dan 

PTSP

Dinas 

Perdagan

gan, 

Koperasi 

dan 

UKM

Dinas 

Perindust

rian dan 

Tenaga 

kerja

Dinas 

Komuni

kasi dan 

Informat

ika

Dinas 

Pemberday

aan 

Masyaraka

t dan 

Nagari

Dinas 

Lingkun

gan 

Hidup, 

Peruma

han 

Rakyat 

dan 

Permuki

man

Dinas 

tanama

n 

pangan, 

hortikul

tura 

dan 

Perkeb

unan

Dinas 

Pangan

Bapelitb

ang

Pemerint

ahan 

Kacamat

an

Pemerint

ahan 

Nagari

Bank 

Nagar

i

Bank 

Perkredit

an 

Rakyat 

(BPR)

BUMN

AG

BRI BNI Bank 

Mandi

ri

Kantor 

Pertan

ahan

PLUT Politek

nik 

Pertani

an 

Negeri 

Payaku

mbuh

Kopera

si

Rumah 

Kreatif

BPOM

Kecamatan Akabiluru

1 Sanjai  ayu 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0 0 0 1 0 0 0 0

2 Yusnidar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ramadati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

4 Meri 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5 Jumatul Khaira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Buk At 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Ibu Dia 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0

8 Ibu Rina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Ibu Yuli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Ibu Ami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 4 0 0 2 12 0 1 0 4 0 0 0 1 2 39 0 45 0 0 0 3 0 14 0 0

Rata-rata 0 0 0,4 0 0 0,2 1,2 0 0,1 0 0,4 0 0 0 0,1 0,2 3,9 0 4,5 0 0 0 0,3 0 1,4 0 0

Jumlah 

agroindustri 

yang 

berinteraksi

0 0 1 0 0 2 4 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0

Kecamatan Situjuah

1 Novi 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Asmaryani 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Masnijar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2

4 Ariatman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Noviati 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Gusniati 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Syahmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Yusnimar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

10 Yusra 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 1 0 0 6 18 0 0 0 6 0 0 10 4 1 0 0 41 0 0 0 0 3 2 0 2

Rata-Rata 0 0 0,1 0 0 0,6 1,8 0 0 0 0,6 0 0 1 0,4 0,1 0 0 4,1 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0,2

Jumlah 

Agroindustri 

yang 

berinteraksi

0 0 1 0 0 5 6 0 0 0 3 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1

Kecamatan Harau 

1 Afriman 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Anggi 0 2 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 0 1 0 0 52 0 0

3 Ermawati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

No Agroindustri Sekretaria

t Daerah

DPRD Dinas 

Keseha

tan

Dinas 

PU dan 

Penataa

n 

Ruang

Dinas 

Penanam

an 

Modal 

dan 

PTSP

Dinas 

Perdagan

gan, 

Koperasi 

dan 

UKM

Dinas 

Perindust

rian dan 

Tenaga 

kerja

Dinas 

Komuni

kasi dan 

Informat

ika

Dinas 

Pemberday

aan 

Masyaraka

t dan 

Nagari

Dinas 

Lingkun

gan 

Hidup, 

Peruma

han 

Rakyat 

dan 

Permuki

man

Dinas 

tanama

n 

pangan, 

hortikul

tura 

dan 

Perkeb

unan

Dinas 

Pangan

Bapelitb

ang

Pemerint

ahan 

Kacamat

an

Pemerint

ahan 

Nagari

Bank 

Nagar

i

Bank 

Perkredit

an 

Rakyat 

(BPR)

BUMN

AG

BRI BNI Bank 

Mandi

ri

Kantor 

Pertan

ahan

PLUT Politek

nik 

Pertani

an 

Negeri 

Payaku

mbuh

Kopera

si

Rumah 

Kreatif

BPOM

4 Rini Yulianti 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Beti Aflina 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Darmawati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Semira Amanda 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Kartini 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 238 0 0

9 Radias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Mainisar 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 0 4 0 0 1 9 18 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 18 0 0 1 0 3 290 0 0

Rata-Rata 0 0,4 0 0 0,1 0,9 1,8 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 1,8 0 0 0,1 0 0,3 29 0 0

Jumlah 

Agroindustri 

yang 

berinteraksi

0 2 0 0 1 6 7 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Kecamatan Guguak

1 Sri 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 225 225 100 0 0 0 0 0 0

2 Yurni wilda 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 125 0 0 0 0 1 0 0 0

3 Karda Yanti 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0

4 Nova Yanadra 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Pismarni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0

6 Atriza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Arip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Ganepo Anis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Eri Akong 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 30 24 15 0 0 0 10 1 0

10 Mitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 0 2 0 0 0 6 18 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 380 249 115 0 0 1 30 2 0

Rata-Rata 0 0,2 0 0 0 0,6 1,8 0 0 0 0,8 0 0 0 0,6 0 0 0 38 24,9 11,5 0 0 0,1 3 0,2 0

Jumlah 

Agroindustri 

yang 

berinteraksi

0 2 0 0 0 5 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 3 2 2 0 0 1 3 2 0

Kecamatan Gunung Omeh

1 Adril 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Yusril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Neni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Sulastri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Ibu Ena 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Esy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Imel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Warni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Datuak Tobo 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Rina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

No Agroindustri Sekretaria

t Daerah

DPRD Dinas 

Keseha

tan

Dinas 

PU dan 

Penataa

n 

Ruang

Dinas 

Penanam

an 

Modal 

dan 

PTSP

Dinas 

Perdagan

gan, 

Koperasi 

dan 

UKM

Dinas 

Perindust

rian dan 

Tenaga 

kerja

Dinas 

Komuni

kasi dan 

Informat

ika

Dinas 

Pemberday

aan 

Masyaraka

t dan 

Nagari

Dinas 

Lingkun

gan 

Hidup, 

Peruma

han 

Rakyat 

dan 

Permuki

man

Dinas 

tanama

n 

pangan, 

hortikul

tura 

dan 

Perkeb

unan

Dinas 

Pangan

Bapelitb

ang

Pemerint

ahan 

Kacamat

an

Pemerint

ahan 

Nagari

Bank 

Nagar

i

Bank 

Perkredit

an 

Rakyat 

(BPR)

BUMN

AG

BRI BNI Bank 

Mandi

ri

Kantor 

Pertan

ahan

PLUT Politek

nik 

Pertani

an 

Negeri 

Payaku

mbuh

Kopera

si

Rumah 

Kreatif

BPOM

Jumlah 0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rata-Rata 0 0 0 0 0 0,6 1,2 0 0 0 0,4 0 0 0 0,6 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 

agroindustri 

yang 

berinteraksi

0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Total 0 6 5 0 1 29 78 0 2 0 22 1 0 10 19 3 39 2 484 249 115 1 3 7

336

2 2

Rata-Rata Total

0 0,12 0,1 0 0,02 0,58 1,56 0 0,04 0 0,44 0,02 0 0,2 0,38 0,06 0,78 0,04 9,68 4,98 2,3 0,02 0,06 0,14 6,72 0,04 0,04
Jumlah 

Agroindustri 

yang 

berinteraksi

0 4 2 0 1 21 24 0 2 0 11 1 0 5 11 2 1 2 8 2 2 1 3 3 6 2 1



  Lampiran 8.    Matriks Aktivitas Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Formal dan Antar Lembaga Formal

Agroindustri Sekretariat 

Daerah

DPRD Dinas 

Kesehatan

Dinas PU dan 

Penataan Ruang

Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP

Dinas 

Perdagangan, 

Koperasi dan 

UKM

Dinas 

Perindustrian 

dan Tenaga 

Kerja

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika

Dinas 

pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Nagari

Dinas 

Lingkungan 

Hidup, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Permukiman

Dinas tanaman 

pangan, 

hortikultura 

dan 

Perkebunan

Dinas Pangan Bapelitbang Pemerintahan 

Kacamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Agroindustri 0

Pemberian 

bantuan 

peralatan 

produksi dari 

dana pokir 

anggota DPRD

Penyuluhan 

keamanan 

pangan (PKP), 

Pengurusan 

SPP IRT-P

0

Pengurusan izin : 

izin usaha 

industri, izin 

usaha 

perdagangan

Sertifikasi 

lokasi, 

formalisasi, 

penyuluhan, 

bantuan 

peralatan, 

pembinaan 

pemasaran, 

monitoring, 

promosi produk 

Penyuluhan, 

bantuan 

peralatan, 

monitoring, 

pameran

0

Penyuluhan dan 

pembinaan 

khusus yang 

masih mikro 

(RT), 

perlombaan 

inovasi peralatan

0

Pelatihan 

UP3HP, 

bantuan 

peralatan, 

demonstrasi, 

penyuluhan

Promosi 

melalui 

pameran 

pangan

0

Pengurusan 

dokumen untuk 

mengurus SPP 

PIRT dan 

Pendanaan 

KUR

1
Sekretariat 

Daerah
0

Musrenbang, 

Pembahasan 

Ranperda 

Pengembangan 

Industri

Musrenbang, 

Laporan kerja 

Musrenbang, 

Pembahasan 

Ranperda, 

Laporan kerja

Musrenbang, 

Laporan 

pengembangan 

perizinan online

Musrenbang, 

Pembahasan 

Ranperda dan 

Laporan kerja

Musrenbang, 

Pembahasan 

Ranperda dan 

Laporan kerja

Musrenbang, 

Pelatihan 

operator IT dan 

Laporan Kerja

Musrenbang, 

Laporan kerja

Musrenbang, 

Pembahasan 

Ranperda dan 

Laporan kerja

Musrenbang, 

Pembahasan 

Ranperda dan 

Laporan kerja

Musrenbang, 

Laporan kerja

Musrenbang, 

Laporan kerja
Musrenbang

2 DPRD 0 1
Persetujuan 

Anggaran

Persetujuan 

Anggaran

Persetujuan 

Anggaran

Persetujuan 

Anggaran, 

Pembahasan 

Ranperda, 

Penyaluran Dana 

Aspirasi anggota 

DPRD

Persetujuan 

Anggaran, 

Pembahasan 

Ranperda, 

Penyaluran 

Dana Aspirasi 

anggota DPRD

Persetujuan 

Anggaran

Persetujuan 

Anggaran

 Pembahasan 

Ranperda

Persetujuan 

Anggaran dan 

Pembahasan 

Ranperda

Persetujuan 

Anggaran

Musrenbang, 

Persetujuan 

Anggaran

Musrenbang

3 Dinas Kesehatan 1 1 1 0

Penyuluhan 

keamanan 

pangan. 

Perizinan industri 

(IUP)

0

Peninjauan 

lokasi IKM 

untuk penerbitan 

SPP PIRT

0 0

Peninjauan lokasi 

IKM untuk 

penerbitan SPP 

PIRT

Kerjasama 

penyuluhan 

keamanan 

pangan

0
Perencanaan 

kegiatan

Perncanaan/Pe

laksanaan 

kegiatan 

penyuluhan 

pengolahan 

makanan yang 

sehat

4
Dinas PU dan 

Penataan Ruang
0 1 1 0 0

Pembahasan 

Ranperda

Pembahasan 

Ranperda
0 0

Pembahasan 

Ranperda

Pembahasan 

Ranperda
0

Perencanaan 

kegiatan

Perbaikan 

jalan

5
Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP
1 1 1 1 0

Perizinan usaha 

perdagangan 

(IUP)

Perizinan 

industri (IUI)

Penggunaan 

perangkat 

perizinan online

0
Perizinan 

lingkungan
0 0

Perencanaan 

kegiatan

Pemberian 

perizinan 

industri



Agroindustri Sekretariat 

Daerah

DPRD Dinas 

Kesehatan

Dinas PU dan 

Penataan Ruang

Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP

Dinas 

Perdagangan, 

Koperasi dan 

UKM

Dinas 

Perindustrian 

dan Tenaga 

Kerja

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika

Dinas 

pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Nagari

Dinas 

Lingkungan 

Hidup, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Permukiman

Dinas tanaman 

pangan, 

hortikultura 

dan 

Perkebunan

Dinas Pangan Bapelitbang Pemerintahan 

Kacamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6

Dinas 

Perdagangan, 

Koperasi dan 

UKM

1 1 1 0 1 1

Musrenbang, 

Pembinaan 

UKM

0

Pemberdayaan 

usaha mikro 

pedesaan 

(terutama yg 

pemiliknya 

wanita)

Pembahasan 

Ranperda

Pembahasan 

Ranperda
0

Perencanaan 

kegiatan

Pembinaan 

UKM

7

Dinas 

Perindustrian dan 

Tenaga Kerja

1 1 1 1 1 1 1 0

Pemberdayaan 

usaha mikro 

pedesaan 

(terutama yg 

pemiliknya 

wanita)

Pembahasan 

Ranperda

Pembahasan 

Ranperda
Pameran

Perencanaan 

kegiatan

Pembinaan 

IKM

8
Dinas Komunikasi 

dan Informatika
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Perencanaan 

kegiatan
0

9

Dinas 

pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Nagari

1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Perencanaan 

kegiatan

Pemberdayaan 

perempuan 

dalam kegiatan 

usaha 

pengolahan

10

Dinas Lingkungan 

Hidup, Perumahan 

Rakyat dan 

Permukiman
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Permbahasan 

ranperda
0 0 0

11

Dinas tanaman 

pangan, 

hortikultura dan 

Perkebunan

1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Perencanaan 

kegiatan

Pembinaan 

UP3HP

12
Dinas Pangan

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rencana 

kegiatan
0

13 Bapelitbang 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Musrenbang

14
Pemerintahan 

Kecamatan
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1

15
Pemerintahan 

Nagari
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

16 Bank Nagari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 BPR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agroindustri Sekretariat 

Daerah

DPRD Dinas 

Kesehatan

Dinas PU dan 

Penataan Ruang

Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP

Dinas 

Perdagangan, 

Koperasi dan 

UKM

Dinas 

Perindustrian 

dan Tenaga 

Kerja

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika

Dinas 

pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Nagari

Dinas 

Lingkungan 

Hidup, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Permukiman

Dinas tanaman 

pangan, 

hortikultura 

dan 

Perkebunan

Dinas Pangan Bapelitbang Pemerintahan 

Kacamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 BUMNAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

19 BRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 BNI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Bank Mandiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kantor Pertanahan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

23 PLUT 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

24
Politeknik Negeri 

Payakumbuh
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0

25 Koperasi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Rumah Kreatif 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

27 Loka POM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0



  Lampiran 8.    Matriks Aktivitas Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Formal dan Antar Lembaga Formal

Agroindustri

1
Sekretariat 

Daerah

2 DPRD

3 Dinas Kesehatan

4
Dinas PU dan 

Penataan Ruang

5
Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP

Pemerintahan 

Nagari

Bank Nagari BPR BUMNAG BRI BNI Bank Mandiri Kantor 

Pertanahan

PLUT Politeknik 

Negeri 

Payakumbuh

Koperasi Rumah Kreatif Loka POM

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Surat 

keterangan 

usaha serta 

Kebutuhan 

persyaratan 

untuk 

mengurus SPP 

PIRT dan 

Pendanaan 

KUR

Informasi dana 

KUR

Peminjaman 

modal usaha

Fasilitasi 

peminjaman 

dana KUR, 

pengiriman 

dan 

penyimpanan 

uang

Peminjaman 

Dana KUR, 

transaksi 

usaha, 

pengiriman 

dan 

penyimpanan 

uang

Transaksi 

usaha, 

pengiriman 

dan 

penyimpanan 

uang

Transaksi 

usaha, 

pengiriman 

dan 

penyimpanan 

uang

Sertifikasi 

lokasi usaha

Konsultasi 

produksi, 

pemasaran, 

pembiayaan, 

pengembangan 

SDM

Penyuluhan 

terkait 

produksi, 

pemasaran, 

pembiayaan 

Peminjaman 

dan 

penyimpanan 

uang

Pelatihan
Perizinan dan 

penyuluhan

Musrenbang 0 Laporan kerja 0 0 0 0 0 0 Musrenbang 0 0 0

Musrenbang 0 0 0 0 0 0 0 0 Musrenbang 0 0 0

Perncanaan/Pe

laksanaan 

kegiatan 

penyuluhan 

pengolahan 

makanan yang 

sehat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perbaikan 

jalan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pemberian 

perizinan 

industri

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



6

Dinas 

Perdagangan, 

Koperasi dan 

UKM

7

Dinas 

Perindustrian dan 

Tenaga Kerja

8
Dinas Komunikasi 

dan Informatika

9

Dinas 

pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Nagari

10

Dinas Lingkungan 

Hidup, Perumahan 

Rakyat dan 

Permukiman

11

Dinas tanaman 

pangan, 

hortikultura dan 

Perkebunan

12
Dinas Pangan

13 Bapelitbang

14
Pemerintahan 

Kecamatan

15
Pemerintahan 

Nagari

16 Bank Nagari

17 BPR

Pemerintahan 

Nagari

Bank Nagari BPR BUMNAG BRI BNI Bank Mandiri Kantor 

Pertanahan

PLUT Politeknik 

Negeri 

Payakumbuh

Koperasi Rumah Kreatif Loka POM

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Pembinaan 

UKM
0 0 0 0 0 0

Legalisasi 

(Penerbitan 

sertifikat) 

lokasi UKM

Pembinaan 

UKM

Musrenbang,P

embinaan 

UKM

Pembinaan 

Koperasi
0 0

Pembinaan 

IKM
0 0 0 0 0 0 0 Pembinaan IKM

Musrenbang, 

Pembinaan 

IKM

0
Informasi Data 

IKM
Perizinan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pemberdayaan 

perempuan 

dalam kegiatan 

usaha 

pengolahan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pembinaan 

UP3HP
0 0 0 0 0 0 0 0

Pembinaan 

UP3HP
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Musrenbang 0 0 0 0 0 0 0 0 Musrenbang 0 0 0

Pembinaan 

IKM, 

Pengurusan 

dokumen

0 0
Pembinaan dan 

Pengawasan
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
Pembinaan dan 

Pengawasan
0 Kegiatan RKB 0

Sertifikasi 

lokasi IKM
Pembinaan IKM

Pembinaan 

IKM

Pembinaan 

Pedagang Kaki 

Lima

Pembinaan 

IKM
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



18 BUMNAG

19 BRI

20 BNI

21 Bank Mandiri

22 Kantor Pertanahan

23 PLUT

24
Politeknik Negeri 

Payakumbuh

25 Koperasi

26 Rumah Kreatif

27 Loka POM

Pemerintahan 

Nagari

Bank Nagari BPR BUMNAG BRI BNI Bank Mandiri Kantor 

Pertanahan

PLUT Politeknik 

Negeri 

Payakumbuh

Koperasi Rumah Kreatif Loka POM

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 0 0

Agen BRI 

dalam 

memfasilitasi 

dana KUR dan 

menabung

Agen BNI 

dalam 

memfasilitasi 

dana KUR dan 

menabung

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pembinaan 

IKM
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembinaan 

koperasi
0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Lampiran 9.  Perhitungan Frekwensi Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Informal

No Agroindustri
Pedagang 

saprodi

Pemilik 

lahan
Petani

Kelompok 

Tani

Pedagang 

cabe, 

sayuran dll

Pedagang 

P&D

Pedagang 

kayu bakar

Konsumen 

RT
Pengecer

Pedagang 

pengumpul 

Nagari

Pedagang 

pengumpul 

kecamatan 

Pedagang 

antar 

daerah

Pedagang 

besar

Lembaga 

keuangan 

tradisiona

l

Lembaga 

Adat 

(KAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kecamatan Akabiluru

1 Sanjai  ayu 0 0 230 0 98 49 98 7420 306 8 0 48 0 0 0

2 Yusnidar 0 0 96 0 0 48 48 3570 0 0 0 0 0 0 0

3 Ramadati 0 0 144 0 0 0 50 95 0 50 0 0 0 0 0

4 Meri 0 0 92 0 25 25 50 42 550 0 0 50 0 0 0

5 Jumatul Khaira 0 0 0 0 47 47 35 0 135 0 0 94 0 0

6 Buk At 0 0 0 0 0 96 48 22 0 0 0 144 0 0 0

7 Ibu Dia 0 0 153 0 102 49 49 5835 102 243 0 102 0 0 0

8 Ibu Rina 0 0 90 0 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0

9 Ibu Yuli 0 0 88 0 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0

10 Ibu Ami 0 0 135 0 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 1028 0 225 314 534 17019 958 580 0 344 94 0 0

Rata-Rata 0 0 102,8 0 22,5 31,4 53,4 1701,9 95,8 58 0 34,4 9,4 0 0

Jumlah sampel yang 

berinteraksi

0 0 8 0 3 6 10 7 3 7 0 4 1 0 0

Kecamatan Situjuah

1 Novi 0 0 0 0 96 0 11 96 48 240 0 0 48 52 0

2 Asmaryani 0 0 0 0 50 0 12 100 0 100 0 0 0 0 0

3 Masnijar 0 0 192 0 48 0 11 48 144 0 0 0 0 0 0

4 Ariatman 0 0 0 0 48 0 11 0 96 48 0 0 0 0 0

5 Novianti 0 0 0 0 48 0 11 0 144 48 0 0 0 52 0

6 Gusniati 0 0 144 0 48 0 11 0 0 96 0 96 48 0 0

7 Linda 0 0 144 0 0 0 11 0 240 0 0 0 0 0 0

8 Syahmi 0 0 240 0 240 0 0 240 0 10 0 0 0 0 0

9 Yusnimar 0 0 144 0 240 0 144 0 0 0 144 0 0 0 0

10 Yusra 0 0 144 0 144 0 6 0 240 0 240 0 0 0 0

Jumlah 0 0 1008 0 962 0 228 484 912 542 384 96 96 104 0

Rata-Rata 0 0 100,8 0 96,2 0 22,8 48,4 91,2 54,2 38,4 9,6 9,6 10,4 0

Jumlah sampel yang berinteraksi 0 0 2 0 9 0 9 4 6 6 2 1 2 2 0

Kecamatan Harau

1 Afriman 0 0 138 0 100 100 50 5530 50 0 6 50 0 0 0



No Agroindustri
Pedagang 

saprodi

Pemilik 

lahan
Petani

Kelompok 

Tani

Pedagang 

cabe, 

sayuran dll

Pedagang 

P&D

Pedagang 

kayu bakar

Konsumen 

RT
Pengecer

Pedagang 

pengumpul 

Nagari

Pedagang 

pengumpul 

kecamatan 

Pedagang 

antar 

daerah

Pedagang 

besar

Lembaga 

keuangan 

tradisiona

l

Lembaga 

Adat 

(KAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Anggi 0 1 0 0 50 50 50 7280 50 92 0 50 0 0 0

3 Ermawati 0 0 0 0 48 48 48 0 0 192 0 0 0 0 0

4 Rini Yulianti 0 0 0 0 50 50 50 0 85 100 0 100 0 11 0

5 Beti Aflinda 0 0 230 0 100 100 50 0 100 0 0 100 0 0 0

6 Darmawati 0 0 0 0 50 50 50 0 0 300 0 0 0 0 0

7 Sermira Amanda 0 0 138 0 100 150 50 0 0 100 0 0 0 0 0

8 Kartini 0 0 150 0 0 50 50 4500 150 0 0 50 0 0 0

9 Radias 0 0 300 0 100 0 0 0 150 0 0 50 0 0 0

10 Mai Nisar 0 0 96 0 0 50 0 3000 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 0 1 1052 0 598 648 398 20310 585 784 6 400 0 11 0

Rata-Rata 0 0,1 105,2 0 59,8 64,8 39,8 2031 58,5 78,4 0,6 40 0 1,1 0

Jumlah sampel yang 

berinteraksi
0 1 6 0 8 9 8 4 6 5 1 6 0 1 0

Kecamatan Guguak

1 Sri 0 0 300 0 150 150 12 1510 104 0 0 50 12 0 0

2 Yurni Wilda 0 0 100 0 100 50 12 1750 50 0 100 0 0 10 0

3 Karda Yanti 0 0 138 0 100 50 12 2980 50 0 100 0 12 0 0

4 Nova Yanandra 0 0 0 0 100 50 12 3500 150 0 100 0 12 0 0

5 Pismarni 0 0 150 0 100 50 12 3000 150 0 100 0 0 10 0

6 Atriza 0 0 92 0 100 50 12 1500 150 0 100 0 0 0 0

7 Armen 0 0 250 0 100 50 12 3780 100 0 0 0 12 0 0

8 Ganepo Anis 0 0 0 0 100 50 12 2800 50 0 100 0 0 0 0

9 Eri Akong (Ganepo 99) 0 0 0 0 100 50 12 5810 50 0 100 150 0 0 0

10 Mitra 0 0 0 0 100 50 12 1500 50 0 100 0 0 0 0

Jumlah 0 0 1030 0 1050 600 120 28130 904 0 800 200 48 20 0

Rata-Rata 0 0 103 0 105 60 12 2813 90,4 0 80 20 4,8 2 0

Jumlah sampel yang 

berinteraksi
0 0 6 0 10 10 10 10 10 0 8 2 4 2 0

Kecamatan Gunung Omeh

1 Adril 0 0 0 0 0 48 48 3120 0 288 0 0 0 0 0

2 Yusril 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 50 0 0

3 Neni 0 0 0 0 0 48 0 1750 0 0 0 0 0 0 0

4 Sulastri 0 0 0 0 0 48 0 0 208 0 0 0 104 0 0



No Agroindustri
Pedagang 

saprodi

Pemilik 

lahan
Petani

Kelompok 

Tani

Pedagang 

cabe, 

sayuran dll

Pedagang 

P&D

Pedagang 

kayu bakar

Konsumen 

RT
Pengecer

Pedagang 

pengumpul 

Nagari

Pedagang 

pengumpul 

kecamatan 

Pedagang 

antar 

daerah

Pedagang 

besar

Lembaga 

keuangan 

tradisiona

l

Lembaga 

Adat 

(KAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Ena 0 0 0 0 0 48 0 0 52 0 0 0 0 0 0

6 Esy 0 0 0 0 0 48 0 0 0 96 0 0 0 0 0

7 Imel 0 0 0 0 0 48 0 0 0 96 0 0 0 0 0

8 Warni 0 0 0 0 0 48 0 0 0 96 0 0 0 0 0

9 Datuak 0 0 0 0 0 48 48 2080 0 288 0 0 0 0 0

10 Rina 0 0 0 0 0 48 0 0 0 96 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 0 0 0 480 96 6950 260 960 0 0 154 0 0

Rata-Rata 0 0 0 0 0 48 9,6 695 26 96 0 0 15,4 0 0

Jumlah agroindustri 

yang berinteraksi 0 0 0 0 0 10 2 3 2 6 0 0 2 0

Jumlah Total 0 1 4118 0 2835 2042 1376 72893 3619 2866 1190 1040 392 135 0

Rata-Rata Total 0 0,02 82,36 0 56,7 40,84 27,52 1457,86 72,38 57,32 23,8 20,8 7,84 2,7 0

Jumlah Agroindustri 

yang berinteraksi 0 1 22 0 30 35 39 28 27 24 11 13 9 5 0



1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Lembaga Agroindustri Pedagang saprodi Pemilik lahan Petani Kelp Tani
Pedagang cabe, 

bawang dll
Pedagang P&D

Pedagang kayu 

bakar
Konsumen RT

Agroindustri 0 0 Menyewa tanah 

untuk tempat usaha 

Pembelian 

bahan baku 

0 Membeli kebutuhan 

bahan penolong 

untuk produksi

Membeli kebutuhan 

bahan penolong 

untuk produksi

Menjual produk 

hasil produksi.  

Menjual hasil 

produksi

1 Pedagang saprodi 0 0 0

Pembelian 

saprodi untuk 

kegiatan 

usahatani

Pembelian saprodi 

untuk kegiatan dijual 

kembali 0 0 0 0

2 Pemilik lahan 1 0 0

Menyewa 

tanah untuk 

kegiatan 

usahatani

0 0 0 0 0

3 Petani 1 1 1 0

Pembelian saprodi 

untuk kegiatan 

usahatani
0 0 0

Menjual hasil 

produksi

4 Kelp Tani 0 1 0 1 0 0 0 0 0

5
Pedagang cabe, 

bawang dll 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Pedagang P&D 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pedagang kayu bakar 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Konsumen RT 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Lampiran 10.  Matriks Aktivitas Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Informal dan Antar Lembaga Informal



1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Lembaga Agroindustri Pedagang saprodi Pemilik lahan Petani Kelp Tani
Pedagang cabe, 

bawang dll
Pedagang P&D

Pedagang kayu 

bakar
Konsumen RT

9 Pengecer 1 0 0 0 0 0 0 0 1

10
Pedagang pengumpul 

Nagari
1 0 0 1 0 0 0 0 0

11
Pedagang pengumpul 

kecamatan 
1 0 0 1 0 0 0 0 0

12
Pedagang pengumpul 

antar daerah
1 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Pedagang besar 1 0 0 0 0 0 0 0 0

14
Lembaga keuangan 

tradisional
1 1 0 0 0 1 1 0 0

15 Lembaga Adat (KAN) 1 0 1 1 0 0 0 0 0



Nama Lembaga

Agroindustri

1 Pedagang saprodi

2 Pemilik lahan

3 Petani

4 Kelp Tani

5
Pedagang cabe, 

bawang dll

6 Pedagang P&D

7 Pedagang kayu bakar

8 Konsumen RT

Lampiran 10.  Matriks Aktivitas Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Informal dan Antar Lembaga Informal

9 10 11 12 13 14 15

Pengecer
Pedagang pengumpul 

Nagari

Pedagang pengumpul 

kecamatan 

Pedagang pengumpul 

antar daerah
Pedagang besar

Lembaga 

keuangan 

tradisional

Lembaga Adat (KAN)

Menjual hasil produksi.  Membeli bahan baku 

atau menjual hasil 

produksi.  

Memperoleh pinjaman 

untuk usaha.

Membeli bahan baku 

atau menjual hasil 

produksi.  

Menjual hasil 

produksi

Menabung atau 

meminjam uang

Meminjam uang 0

0 0 0 0 0

Meminjam uang

0

0 0 0 0 0 0
Menyelesaikan masalah 

tanah

0
Menjual hasil 

produksi.  

Menjual hasil 

produksi
0 0 0

Menyelesaikan masalah 

tanah

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Meminjam uang 0

0 0 0 0 0 Meminjam uang 0

0 0 0 0 0 0 0

Membeli produk 

olahan ubi kayu
0 0 0 0 0 0

Lampiran 10.  Matriks Aktivitas Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Informal dan Antar Lembaga Informal



Nama Lembaga

9 Pengecer

10
Pedagang pengumpul 

Nagari

11
Pedagang pengumpul 

kecamatan 

12
Pedagang pengumpul 

antar daerah

13 Pedagang besar

14
Lembaga keuangan 

tradisional

15 Lembaga Adat (KAN)

9 10 11 12 13 14 15

Pengecer
Pedagang pengumpul 

Nagari

Pedagang pengumpul 

kecamatan 

Pedagang pengumpul 

antar daerah
Pedagang besar

Lembaga 

keuangan 

tradisional

Lembaga Adat (KAN)

0
Membeli produk 

olahan ubi kayu

Membeli produk 

olahan ubi kayu
0

Membeli produk 

olahan ubi kayu
Meminjam uang 0

1 0
Menjual produk 

olahan ubi kayu
0

Menjual produk 

olahan ubi kayu
0 0

1 1 0 0
Menjual produk 

olahan ubi kayu
0 0

0 0 0 0
Menjual produk 

olahan ubi kayu
0 0

1 1 1 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0



Lampiran  11. Matrik Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Formal dan Interaksi Antar Lembaga Formal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Agroin

dustri

Sekretar

iat 

Daerah

DPRD

Dinas 

Kesehat

an

Dinas PU 

dan 

Penataan 

Ruang

Dinas 

Penanam

an 

Modal 

dan 

PTSP

Dinas 

Perdagan

gan, 

Koperasi 

dan 

UKM

Dinas 

Perindust

rian dan 

Tenaga 

Kerja

Dinas 

Komunik

asi dan 

Informati

ka

Dinas 

pemberd

ayaan 

Masyara

kat dan 

Nagari

Dinas 

Lingku

ngan 

Hidup, 

Peruma

han 

Rakyat 

dan 

Permuk

iman

Dinas 

tanaman 

pangan, 

hortikultur

a dan 

Perkebun

an

Dinas 

Pangan

Bapel

itbang

Pemerint

ahan 

Kacamat

an

Pemerin

tahan 

Nagari

Bank 

Nagari
BPR

BUM

NAG
BRI BNI

Bank 

Mandiri

Kantor 

Pertana

han

PLUT

Politekni

k 

Pertanian 

Negeri 

Payakum

buh

Kopera

si

Rumah 

Kreatif

Loka 

POM

Agroindustri 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Sekretariat Daerah 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2 DPRD 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 Dinas Kesehatan 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Dinas PU dan Penataan Ruang 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

7 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

8 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan 

Nagari
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan 

Rakyat dan Permukiman
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11
Dinas tanaman pangan, hortikultura dan 

Perkebunan
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

12 Dinas Pangan 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Bapelitbang 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

14 Pemerintahan Kecamatan 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Pemerintahan Nagari 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0

16 Bank Nagari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 BPR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 BUMNAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

19 BRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 BNI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

21 Bank Mandiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kantor Pertanahan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 PLUT 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

24 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Koperasi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

26 Rumah Kreatif 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

27 Loka POM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Agroindu

stri

Sekretari

at 

Daerah

Sekreta

riat 

DPRD 

dan 

DPRD

Dinas 

Kesehatan

Dinas PU 

dan 

Penataan 

Ruang

Dinas 

Penanam

an 

Modal 

dan 

PTSP

Dinas 

Perdagan

gan, 

Koperasi 

dan 

UKM

Dinas 

Perindust

rian dan 

Tenaga 

Kerja

Dinas 

Komuni

kasi dan 

Informati

ka

Dinas 

pemberda

yaan 

Masyarak

at dan 

Nagari

Dinas 

Lingku

ngan 

Hidup, 

Peruma

han 

Rakyat 

dan 

Permuk

iman

Dinas 

tanaman 

pangan, 

hortikultu

ra dan 

Perkebun

an

Dinas 

Pangan

Bapelit

bang

Pemerint

ahan 

Kacamat

an

Pemerinta

han 

Nagari

Bank 

Nagari
BPR

BUM

NAG
BRI BNI

Bank 

Mandiri

Kantor 

Pertanaha

n

PLUT

Politekni

k 

Pertania

n Negeri 

Payakum

buh

Koperasi
Rumah 

Kreatif

Loka 

POM

Agroindustri 0 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Sekretariat Daerah 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2

2 Sekretariat DPRD dan DPRD 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

3 Dinas Kesehatan 1 1 1 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Dinas PU dan Penataan Ruang 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

5 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2

7 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1

8 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 1 1 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3

9 Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan 

Permukiman
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3

11
Dinas tanaman pangan, hortikultura dan 

Perkebunan
1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 Dinas Pangan 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 Bapelitbang 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2

14 Pemerintahan Kecamatan 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Pemerintahan Nagari 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2

16 Bank Nagari 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17 BPR 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 BUMNAG 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2

19 BRI 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2

20 BNI 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2

21 Bank Mandiri 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2

22 Kantor Pertanahan 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2

23 PLUT 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 2 1 2 2

24 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2

25 Koperasi 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 1 2 0 2 2

26 Rumah Kreatif 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 0 2

27 Loka POM 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0

Lampiran 12. Matrik Jarak Antar Lembaga Formal dalam Pengembangan Kawasan Industri



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Agroindustri
Pedagang 

saprodi

Pemilik 

lahan
Petani

Kelp 

Tani

Pedagang 

cabe, 

bawang dll

Pedagang 

P&D

Pedagang 

kayu bakar

Konsumen 

RT
Pengecer

Pedagang 

pengumpul 

Nagari

Pedagang 

pengumpul 

kecamatan 

Pedagang 

pengumpul 

antar daerah

Pedagang 

besar

Lembaga 

keuangan 

tradisional

Lembaga 

Adat 

(KAN)

Agroindustri 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 Pedagang saprodi 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 Pemilik lahan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Petani Ubi Kayu 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1

4 Kelompok Tani 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Pedagang cabe, 

bawang dll 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

6 Pedagang P&D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

7 Pedagang kayu bakar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Konsumen RT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 Pengecer 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

10
Pedagang pengumpul 

Nagari
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

11
Pedagang pengumpul 

kecamatan 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

12
Pedagang pengumpul 

antar daerah
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

13 Pedagang besar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

14
Lembaga keuangan 

tradisional
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

15
Lembaga Adat 

(KAN)
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lampiran  13. Matrik Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Informal dan Interaksi Antar Lembaga Informal 

Keterangan : 1 = ada interaksi, 0 = tidak ada interaksi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Agroindustri
Pedagang 

saprodi

Pemilik 

lahan
Petani

Kelp 

Tani

Pedagang 

cabe, 

bawang dll

Pedagang 

P&D

Pedagang 

kayu bakar

Konsumen 

RT
Pengecer

Pedagang 

pengumpul 

Nagari

Pedagang 

pengumpul 

kecamatan 

Pedagang 

pengumpul 

antar daerah

Pedagang 

besar

Lembaga 

keuangan 

tradisional

Lembaga 

Adat 

(KAN)

Agroindustri 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 Pedagang saprodi 2 0 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2

2 Pemilik lahan 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

3 Petani Ubi Kayu 1 1 1 0 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1

4 Kelompok Tani 2 1 2 1 0 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2

5
Pedagang cabe, 

bawang dll 1 2 2 2 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3

6 Pedagang P&D 1 2 2 2 3 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 3

7 Pedagang kayu bakar 1 3 2 2 3 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3

8 Konsumen RT 1 2 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2

9 Pengecer 1 2 2 2 3 2 2 2 1 0 1 1 2 1 1 2

10
Pedagang pengumpul 

Nagari
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 2 1 2 2

11
Pedagang pengumpul 

kecamatan 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 2 2

12
Pedagang pengumpul 

antar daerah
1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 3

13 Pedagang besar 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2 3

14
Lembaga keuangan 

tradisional
1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 0 3

15
Lembaga Adat 

(KAN)
2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 0

Lampiran  14. Matrik Jarak Antar Lembaga Informal dalam Jaringan Pengembangan Kawasan Agroindustri 



Lampiran 15.     Matrik Gabungan Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Formal 

               dan Lembaga Informal serta Interaksi  antar Lembaga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Agroindu

stri

Sekretari

at Daerah
DPRD

Dinas 

Kesehata

n

Dinas PU 

dan 

Penataan 

Ruang

Dinas 

Penanam

an Modal 

dan 

PTSP

Dinas 

Perdagang

an, 

Koperasi 

dan UKM

Dinas 

Perindustri

an dan 

Tenaga 

Kerja

Dinas 

Komunika

si dan 

Informatik

a

Dinas 

pemberdaya

an 

Masyarakat 

dan Nagari

Dinas 

Lingkunga

n Hidup, 

Perumaha

n Rakyat 

dan 

Permukim

an

Dinas 

tanaman 

pangan, 

hortikult

ura dan 

Perkebun

an

Agroindustri 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

1 Sekretariat Daerah 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 DPRD 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Dinas Kesehatan 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1

4
Dinas PU dan Penataan 

Ruang
0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1

5
Dinas Penanaman Modal 

dan PTSP
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0

6
Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0

7
Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1

8
Dinas Komunikasi dan 

Informatika
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9
Dinas pemberdayaan 

Masyarakat dan Nagari
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0

10

Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan Rakyat dan 

Permukiman

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

11

Dinas tanaman pangan, 

hortikultura dan 

Perkebunan

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0

12 Dinas Pangan 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

13 Bapelitbang 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

14 Pemerintahan Kacamatan 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1

15 Pemerintahan Nagari 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1

16 Bank Nagari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 BPR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 BUMNAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 BRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 BNI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Bank Mandiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kantor Pertanahan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

23 PLUT 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

24
Politeknik Pertanian 

Negeri Payakumbuh
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

25 Koperasi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

26 Rumah Kreatif 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

27 Loka POM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

28 Pedagang saprodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

29 Pemilik lahan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Petani Ubi Kayu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

31 Kelompok Tani 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

32
Pedagang cabe, bawang dll
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Pedagang pengumpul 
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antar daerah
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tradisional
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Lampiran 15.     Matrik Gabungan Interaksi Agroindustri dengan Lembaga Formal 

               dan Lembaga Informal serta Interaksi  antar Lembaga

Agroindustri
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2 DPRD

3 Dinas Kesehatan

4
Dinas PU dan Penataan 

Ruang

5
Dinas Penanaman Modal 

dan PTSP
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12 Dinas Pangan

13 Bapelitbang

14 Pemerintahan Kacamatan

15 Pemerintahan Nagari

16 Bank Nagari

17 BPR

18 BUMNAG

19 BRI

20 BNI

21 Bank Mandiri

22 Kantor Pertanahan
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          Lampiran 16. Matrik Jarak Setiap Lembaga Formal dan Informal dalam 

                              Jaringan Pengembangan Kawasan Agroindustri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agroindu

stri

Sekretari

at Daerah
DPRD

Dinas 

Kesehata

n

Dinas PU 

dan 

Penataan 

Ruang

Dinas 

Penanam

an Modal 

dan 

PTSP

Dinas 

Perdagang

an, 

Koperasi 

dan UKM

Dinas 

Perindustri

an dan 

Tenaga 

Kerja

Dinas 

Komunika

si dan 

Informatik

a

Dinas 

pemberdaya

an 

Masyarakat 

dan Nagari

Dinas 

Lingkunga

n Hidup, 

Perumaha

n Rakyat 

dan 

Permukim

an

Agroindustri 0 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2

1 Sekretariat Daerah 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 DPRD 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Dinas Kesehatan 1 1 1 0 2 1 2 1 2 2 1

4
Dinas PU dan Penataan 

Ruang
2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1

5
Dinas Penanaman Modal dan 

PTSP
1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1

6
Dinas Perdagangan, Koperasi 

dan UKM
1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2

7
Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2

8
Dinas Komunikasi dan 

Informatika
2 1 1 2 2 1 0 0 0 2 2

9
Dinas pemberdayaan 

Masyarakat dan Nagari
1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 2

10

Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan Rakyat dan 

Permukiman

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0

11
Dinas tanaman pangan, 

hortikultura dan Perkebunan
1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1

12 Dinas Pangan 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2

13 Bapelitbang 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

14 Pemerintahan Kacamatan 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2

15 Pemerintahan Nagari 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2

16 Bank Nagari 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3

17 BPR 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 BUMNAG 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3

19 BRI 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

20 BNI 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3

21 Bank Mandiri 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

22 Kantor Pertanahan 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3

23 PLUT 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3

24
Politeknik Pertanian Negeri 

Payakumbuh
1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2

25 Koperasi 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3

26 Rumah Kreatif 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3

27 Loka POM 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3

28 Pedagang saprodi 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

29 Pemilik lahan 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

30 Petani Ubi Kayu 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

31 Kelompok Tani 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2

32
Pedagang cabe, bawang dll

1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

33 Pedagang P&D 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3

34 Pedagang kayu bakar 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

35 Konsumen RT 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

36 Pengecer 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3

37 Pedagang pengumpul Nagari 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

38
Pedagang pengumpul 

kecamatan 
1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

39
Pedagang pengumpul antar 

daerah
1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

40 Pedagang besar 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3

41
Lembaga keuangan 

tradisional
1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3

42 Lembaga Adat (KAN) 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
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40 Pedagang besar

41
Lembaga keuangan 

tradisional

42 Lembaga Adat (KAN)
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